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BakE I

FPFENDAHUL USKN

1.1. Latar Belakang

Fembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh semua
negara di dunia ini meliputi banyak kegiatan yang kompleks,
sehingga cara—cara yang ditempuh oleh ﬁegara maju sekarang
ini dilaksanakan utamanya yang berkaitan pada pembangunan
ekonomi dengan kegiatan investasi antar sektor tidak begitu
saja dapat diterapkan di negara-negara yang-sedang barkem-—
bang. Selain itu negara-negara yang sudah maju sekarang ini
mempunyal proses perkembangan yang berbeda dengan nesgara
yang sedang berkembang.

S2lain itu kurangnya sumber—sumber alam dan tenaga
manusia menyebabkan pemerintah memengang peranan yang lebih
penting dalam pembangunan ekonomi di negara belum maju
daripada di negara—-negara barat pada waktu permulaan p2r-—
rembangannya. Lagi pula kurangnya sumber kapital dan per—
lunya pengggunaan yang paling efisien dari sumber—sumber
yang relatif sedikit menyebabkan perlu diadakan psrencanaan
EXonoml .

Tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di ne-
gara—-negara yang sedang berkembang sangat tergantumg pada
sumber—sumber ekonemi yang dapat digunakan untuk investasi
baik sumber—-sumber dari luar negeri maupun dari dalam

negeri. Penggunaan sumber—-sumber yang ada inipun menentukan




pula kecepatan laju perkembangan skonomi terutama mengarah
saat—-saat dilaksanakannya investasi di antara sektor—-sektor
itu. Serta banyak pendapat mengenai prioritas untuk inves-—
tasi pada sektor—sektor yang dianggap penting guna mendu-—
kung perkembangan dan pertumbuban pembangunan ckonomi
seperti sektor pertanian, industri berat, prasarana terutas—
ma transportasi can tenaga listrik serta subtitusi impor.

‘ada umumnya telah diketahuil bahwa rebijaksanaan yang

m

diambil pemerintah negara sedang besrkembang, bailk itu meru-—
pakan kebijaksanaan moneter maupun fiskal, diarahkan untuk
mendukung pembangunan ekonomi di negara tersebut. S=2hingga
mesalan vyang dirumuskan dalam kebijaksansan fiskal dan
mon2ter adalah menentukan carasalat yvang paling efektif
guna mencapai  tujuan atau target yang telah ditentukan
dalam rencana pembangunan =konomi.

Berdasarkan pada kenyataan yang dapat dilihat babwa
negara sedang berkembang termasuk Indonesia hanya mempunyail
sejumlah kapital vyang relatif sedixit tila dibandingkan
dengan kKebutuhan pembangunannya, maka perlu untur menda-

angkan modal dari nsgara—nesgara yang lebih maju. Untuk itu

diperlukan beberapa cara untuk mendepatkan devisa sebagail
kapital yang dspat digunakan sebagai dana dalam melaksana—
kan pembagunan, di antaranya adalah :

- Dengan mengekspor barang—-barang ke luar negeri

- Dengan menarik pinjaman ateu kredit dari luar negeri

h



- Dengan bantuan ataupun hadiah yang didapat negara
tersebut dari negara lain
— Dengan menarik kapital asing untuk diinvestasikan di
dalam negeri
Untuk mengetahui perkembangan investasi yang dilakukan
oleh PMA dan PMDN di daerah Sulawssi Selatan selama 5 tahun
yakni tahun 1995 - 1999 maka ini dapat dilihat pada tabel
berikut :
TABEL 1
TINGKAT INVESTASI PrA DAN PMDN

DI SULAWESI SELATAN PERIODE
TAHUN 1995 - 1999

Jumlah Investasi

Tahun

PMA Investasi (Rp) PMDN Investasi (Rp)
1995 12 38.231.4556.980 13 42.804.383.024
1996 13} 39.930.801.825 15 42.804.388.024
1997 iS5 1 41.850.021.550 17 56.784.233.450
1998 2 26.760.261.410 17 356.7684.233.450
1999 10 28.145.351.8%90 35 43.189.415.040

Sumber Data : - Kantor BKPM Sulawesi Seslatan
— Kantor Departemen Ferindustrian dan Ferda-
gangan Sulawesi Selatan
Sesuai dengan wuraian di ata, maka penulis tertarik
untuk mengetabul dan meneliti lebih lanjut mengenai pengar-—
ufr  penanaman modal baik yang dilakukan investor asing dan

investor dalam negeri terhadap peningkatan PDRB di Sulawesi

Selatan.



Dari urain diatas, maka penulis tertarik untuk memilih
judul : "ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (FM&) DAN
PENANAMAN  MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP FENINGKATAN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (FDRB) DI SULAWESI SELATAN".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan
masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagail
berikut :

- Seberapa besar gengaruh penanaman modal asing dan

penanaman @odal dalam negeri terhadap -peningkatan

PDRB di Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan
penanaman modal asing (PMA) yang ada di
Sulawesi Selatan

2. Untuk mengetahui ssberapa besar pengaruh
penanaman modal asing dan penanaman .modal
dalam negeri terhadap peningkatan FDRE di

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.



1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun -manfaat penelitian ini diharapkan:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada

k)

pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Sela-—
tan, dalam rangka merumuskan kKebijaksanaan
yvang dapat menunjang peningkatan ps=nanaman
modal yang dilakukan oleh investor baik yang
berasal dari luar negefi maupun dari dalam
negeri.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada
Badana Penanaman Modal Nasional (BFMN)
dasrahh Tingkat I Sulawesi Selatan., guna
berusaha owntuk menarik minat para investor
dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang
dipsrlukan serta mempermudah urusan yang
menyangkut penanaman modal (investasi) baik
untuk bidang industri, jasa maupun pertanian

(perksbunan).

1.4. Hi potesis

Berdasarrkan uraian latar belakang dan masalah pokeok,

maka rumusan

— Diduga

antara

modal

Daerah

hipotesics ini adalah sebagai berikut :

bahwa ada hubungan yang erat dan signifikan

pengaruh penanaman modal asing can penanaman

dalam negeri terbadap peningkatan PDRE di

Tingkat I Sulawesi Selatan”.



BEAEBE II

KERANGKAaG TEORI

2.1. Kebijaksaan Moneter,; Suku Bunga dan Pengeluaran

Investasi

S=zcara umum cdapat dikatakan bahwa pengeluaran investa-—
si dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dari pada
pengeluaran konsumsi. Fengaruh peEnurunan tingkat suku bunga
atas pengeluaran konsumsi nampaknya tidak tegitu besar.

Fengaruh perubahan tingkat sukw bunga terhadap penge-—
luaran investasi lebih besar dari pada pengarunnya  atas
pengeluaran konsumsi, karena besarnya ssrta jangka waktunya
yang panjang menvangkut pemberian barang-barang. modal untuk .
investasi. FPembelian peralatan kepital berupa mesin—mesin
produksi serta peralatan—-peralatan lain, bangunan pabrik,
gudang, persadiaan dan lain-lain merupakan pembelian atau
pengesluaran dalam  jumlah sangat besar. Biaya bunga ates
rapital vang dipinjam untuk m=mbeli barang kapital sangat-

lah besar. Fenaikan tingkat

]

uru  bunga depat mengikuti
pengeluaran investasi dan peralatan kapital (mesin-mesin
produksi) ke penanaman dana deposito, karesna hal ini  akan
lebih menarik dan lebih menguntungkan. Jaedi secara singkat
dapat dikatakan bahbwa psrubahan tingkat suku bunga terutama
akan mempengaruhi  pengeluaran investasi dan selanjutnya

pada tingkat out put, kesempatan kerja dan tingkat harga.



Oleh karena itu suatu perubahan tingkat harga umum
yang diukur dengan indeks harga atau angka laju inflasi
akan menyebabkan perbedaan nilai variabel pada harga vang
berlakru dan nilainya pada harga konstan, terutama dalam
hubungannya dsngan wvariabel pendapatan dan -produk  total
nasional. Froses pendeflasian dengan menggunakan angka laju
inflasi perlu dilakukan. Dalam tal ini d;kenal konsep
tingrat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga riel.
Tingkat suku bunga nominal (uang) yang tinggli sering - kali
disertai dengan terjadinya atau dialaminya laju inflasi
tinggi pula. Sehingga pembayaran kembali pinjaman atau
kredit yvang diambil guna membiayai investasi yang dilakukan
menjadi tinggi, di mana nilai uang telah mengalami penuru-—
nan.

Sehingga tingkat suku bunga skan meniadi pertimbangan
dalam pengambilan keputusan investasi seperti yang lebih
dikemukakan seb2lumnya, dengan asumsi tak terjadi inflasi

atau angka laju inflasi adalah nol. fApabila terjadi inflasi

=]

aka bessarnya hasil pendapatan yang diperoleh dari investa-
si tidaklah konstan setiap tahunmya, tetapi akan menjadi
besar sesuai dengan besarnya angka inflasi. Untuk menghi-
langkan efek distorsi dari adanya inflasi terhadap pendapa-
tan hasil investasi dan pada tingkat suku bunga, maka
permintaan investasi dapat dianalisis dengan mempertimbang-
ran efek cutput riel dan output riel dan cutput suku bunga

riel terhadap pengeluaran investasi.



Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tingkat suku

bunga merupakan determin yang menentukan pengeluaran inves-—

tasi. Namun ada beberapa determinan lainnya yang mempanga-—

ruhi investasi, sebagai berikut :

a. BRiaya perubahan barang kapital serta biaya pemeliharaan

dan pengoperasiannya.

Biaya pembelian barang modal, biaya pemeliharaan dan
pengoperasiannya jelas merupskan hal penting yang mensn-—
tukan tingkat keuntungan bersih yvang diharapakan dari
kegiaten investasi. Bila biaya—-biaya ini naik maka ting-—
rat keuntungan hasil vyang diharapkan dari kegiatan
investasi akan turun.

Fajax perusanaan

Dalam mengadakan investasi, para pengusaha melihat dan
mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diharapkan
sesudah pajask. Kenaikan pajak perusahaan akan menurunkan
tingkat kK=suntungan bersih yvang diharapkan dan cendrung
akan menurunkan minat untuk investasi. Hal ini sebalik-
nya terjadi bila ada penurunan pajak perusahaan.
Ferubahan teknologi

¥emajuan teknoleogi misalnya berupa pengembangan produk-
produk baru, perbaikan produk—produk yang ada, pensmuan
mesin-mesin baru atau proses produksi baru  merupakan
pendorong untuk mengadakan investasi. Pepemuan @mesin
yang lebih efisien akan menurunkan biaya produksi atau

m2nghasilkan perbaikan kualitas yang selanjutkan akan



menaikkan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dari
investasi pada mesin tersebut.

Banyaknya barang kapital yang dimiliki atau dipegang
Bila terdapat cukup banyak barang modal atau fasilitas
produksi serta persediaan barang-barang Jjadi, maka
investasi akan mengalami penurunan atau hambatan. Hal
ini karena pada industri tersebut telah tersedia cukup
banyak peralatan produksi yvang mampu memenuhi permintaan
sekarang maupun dimasa depan.

Erxspaktasi kKeuntungan

Rarang—barang kapital merupakan merupakan barang-barang
tahan lama yang digunakan dalam proses produksi selama
bteberapa tahun. Keuntungan tergantung kepada penjualan
produk vang diproduksi oleh barang modal tersebut di
masa depan. Perkiraan bisnis dapat dilakukan dengan cara
sangat sederhana atau dengan menggunakan metode canggih
di dacsarkan pada kondisi bisnis di masa depan dengan
memasukkan sejumlah indikator bisnis. Faktor—faktor ini
sangat tak menentu hingga sukar diramalkan, misalnya
situasi atau iklim politik, pertumbuhan penduduk, hu-—
bungan ekonomi luar negeri, kondidi pasar, dan lain-lain
vang harus dipertimbangkan serta dianalis secara subyek-
tif dan intuitif. Situasi optimistik yang meliputi dunia
usaha mengenail kondisi bisnis di masa depan akan mening-—

katkan investasi itu sendiri.



Meskipun pengeluaran investasi merupakan komponen
pengeluaran agregatif vang lebih kecil dibandingkan dengan
romponen pengeluaran kKonsumsi, tetapi sifat pengeluaran
investasi yang tidak stabil merupakan penyebab utama fluk-
tuasi tingkat produksi dan pendapatan.

Faktor—faktor berikut ini merupakan hal penting yang
menyebabkan variabilitas pengeluaran atau permintaan inves-—
tasi, yaitu :

a. Ketahanlamaan barang—barang kapital dan variasi ekspek-
. tasi sepanjang waktu
Ketahanlamaan menyebabkan pemb2lian barang—-barang kapi-
tal dapat ditunda sampai suatu batas waktu tertentu.
Feralatan produksi lama dapat diganti sebagian atau
sepenuhnya, atau masih tetap digunaxan untuk beberpa
tahun kemudian. Ekspektasi yang optimistik oleh dunia
usaha akan situasi bisnis dimasa depan akan mendorong
mereka mengganti atzu memodernisasi peralatan—peralatan
produksi mereka. Hal ini jelas akan menaikkan investasi
dan begitu pula ssbaliknya. Ekspertasi dunia usaha
sangat bervariasi dari waktu ke waktu.
b. Ketidakteraturan incvasi
Seperti telah diketahui, kemajuan teknologi merupakan
Taktor utama penentu pengeluaran investasi. Pensmuan
sumber-sumber atau seperti penemuan tambang mineral,
penemuan produk—produk baru dan hkesempatan investasi

krecil lainnya. Semuanya ditemukan secara teratur saat
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kejadiannva.
€. Variabilitis keuntungan

PBunia usaha mengadakan investasi hanya bila menguntung-—
ran. Hal 1ini sampai. sejauh tertentu dipengaruhi oleh
besarnya keuntungan yang diperoleh karena bagian produk-—
si me2rupakan bagian yvang cukup besar investasi vang di-
butuhran, yang dilzskukan atau dibiayai dari keuntungan,
sehingga variabilitas atau fluktuasi keuntungan akan
mempengaruhi  fluktuasi besarnya investasi yang dilaku-—

kan.

2.2. Pengaruh Kebijaksanan Moneter dan Fiskal Serta Teori

Pendapatan -Keseimbangan terhadap Investasi

Teori penentuan output dan pendapatan serta kesempatan
kerja keynesian dan-kebijaksanaan stabilitas ini terdiri
dari dua kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan moneter dan
fiskral.

Apabila diperhatikan lebih seksama, maka titik Rkunci
dari kedua kebijaksanaan tersebut adalah: tingkat output,
kesempatan kKerjx, pendapatan danm tingkat harga yang semua-—
nya langsung berhubungan dengan tingkat permintaan agrega-—
tif. ¥Keputusan sektor perusahaan untuk memproduksi barang-
barang dan jasa-—-jasa yang menggunakan sumber-—-sumber tergan-—
tung pada jumlah atau besarnya uang yang dibelanjakan atau
dikeluarkan untuk membeli barang-barang dan jasa—jasa

tersebut. Tiga rkomponen pengeluaran agregatif tersebut
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adalah sebagai berikut:

aa

Konsumsi

Tingkat pengeluaran konsumsi tergantung pada posisi
skedul konsumsi dan tingkat pendapatan setiap kKonsumsi
atau tingkat produk nasional netto. Seperti telah dike-
mukakan, skedul pengeluaran konsumsi cukup stabil.
Ferutbashan besarnya pengeluaran konsumsi merupakan reaksi
terhadap perubahan konsumsi secara pasif mengikuti
perubahan pendapatan nasional bersih. Selanjutnya lereng
skedul kKonsumsi marginal meruparan faxtor penentu be-
sarnvya angka penggenda pendapatan.

Investasi

Fengeluaran investasi merupakan permintaan agregatif
vang tidak stabil dan karena itu merupakan sebab terja-—
dinya fluktuasi tingkat output, kesempatan kerja dan
tingkat harga. Hal ini karena faktor yang mempengaruhi
bersifat tidak stabil yaitu kepercayaan untuk berusaha
vang berubah-ubah, kemajuan teknologi yang terjadinya
sangat tidak teratur dan sifat tahan lama dari barang-
barang kapital memungkinkan menunda pembeliannya.
Disamping itu tingkat keuntungan yang dibharapkan merupa-
ran pertimbangan dan sumber terpenting dalam kKeputusan
investasi sangat bervariasi.

Pengeluaran pemerintah

¥omponen permintaan agregatif berupa pengeluaran peme-—

rintah ditentukan oleh kebijaksanaan atau kepentingan
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masyarakat, tidak seperti komponen pengeluaran agregatif
lainnya vyaitu konsumsi dan investasi yang merupakan
keputusan pihak atau sektor swasta untuk kKepentingannya
sendiri, keputusan pengeluaran pemerintah dibuat untuk
kepentingan masyarakat umum yaitu mencapai tingkat
output dan kesempatan kerja yang stabil dan tinggi.

Kebijaksanaan fiskal menunjukkan pada perubahan penge-
luaran pemerintah dan penerimaan pajak yang dilaksanakan
untuk menghilangkan "lokal iflator® maupun "lokal resesi”.
Kemampuan komponen pengeluaran pemerintah sebagai salahn
satu komponen pengeluaran agregatif vang secara langsung
mempengaruhi  tingkat output, kesempatan kerja dan tingkat
harga. Sementara itu kebijaksanaan yang menyangkut parpaja-—
ran akan mempengaruhi secara tidak langsung pengeluaran
ronsumsi dan investasi. Fenurunan pajak pendapatan akan
menggeser skedul kKonsumsi ke bawah.

Sedangkan penurunan pajak keuntungan perusahaan per-—
seorangan atau perorangan akan menalkkan keuntungan, meran-—
sang investasi dan menggeser kurva permintaan investasi ke
atas. Sebaliknya kenaikan pajak persercan atau perusahiaan
perorangan aran menurunkan kKeuntungan dan selanjutnya
menurunkan keinginan mengadakan investasi. Kebijaksanaan
fiskal merupakan manipulasi tingkat pengeluaran pemerintah
dari tingkat pengenaan atau struktur pajak oleh pemerintah

untuk mencapai tujuan kestabilan dan pertumbuban skonomi.




Meskipun ada kelemahannya, namun kebijaksanaan moneter
mempunyai kelebihan berupa fleksibilitas dan dapat 1lebih
diterima secara politis karena bersifat tidak langsung dari
pada kebijaksanaan fiskal yang bersifat langsung. Selain
itu kaum moneteris bahkan menyatakan bahwa penanaman  uang
atau kebijaksanaan moneterlah yang merupakan faktor kunci
penentu tingkat kegiatan ekonomi. Dalam melaksanakan kebi-
jaksanaan perlu diperhatikan faktor non skonomis dan sek-
toral serta komoditi startegis. Selain itu, meskipun kebi-
jaksanzsan fiskal moneter yang harus diambil arahnya jelas
tetapi dosis serta Koordinasi dua kEebijaksanaan tersebut
sukar ditentukan.

rieskipun model kebijaksanaan ini menunjukkan bekerja-—
nya determinan—determinan penting serta faktor yang mempen—
garuhinya, mara hal itu juga cukup menentukan tingkat
kessimbangan serta mekanisme bekerja kebijaksanaan moneter
dan fiskal sebagail upaya manajemen kegiatan ekonomi untuk
mencapail tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi,
namun bsberapa hal berikut dapat mempengaruhi mekanisme
pelarksanaan Kebijaksanaan moneter dan inflasi. Hal-hal
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor non =konomis dan faktor sektoral atau romoditi
strategis. Kebijaksanaan pemerintah baik berupa penge-
luaran dan perpajakan tidak hanya ditujukan untuk menca-
pei stabilitas ekonomi makro berupa pemeliharaan tingkat

kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penub  tanpa
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inflasi, tetapi juga untuk memeratakan distribusi penda-
patan.

Kuantifikasi dan koordinasi kebijaksanaan fiskal dan
kebijaksanaan moneter.

Arah kebijaksanaan moneter dan fiskal biasanya dengan
mudah dapat ditentukan. Dalam suaesana- resssi saka kebi-
jaksanaan vyang tepat adalah kebijakan defisit AFBN dan
kebijakan uang longgar. Namun tak dapat diketahui dengan
tepat seberapa besar defisit yang diperlukan. Ini menya-—
xitrkan usaha manajemen untuk tetap memelihara tingkat
pendapatan nasional, kKesempatan Ekerja penuh dengan
stabilitas harga. Selain itu meskipun efek kebijaksanaan
moneter dan Tiskal dapat dipisahkan namun kenyataanya
keduanya saling berhubungan dan harus dikoordinasikan,
dimana pengarubh penurunan pajak dan tergantung apakah
fal inmi diikuti dengan psrubahban  penukaran uwang dan
timgkat suku bunga. Hal ini karena dengan terjadinya
kenaikan produksi dan pendapatan, maka penukaran akan
uang nailk dan dengan penukaran uang vyang tertentu,
tingkat suku bunga akan naik. Kenaikan suku bunga akan
menurunkan atau mengurangi volume investasi swasta. Jadi
efek skspansi pendapatan akibat penurunan pajak sebagian
diimbangi oleh penurunan volume investasi swasta akibat
adanya kenaikan tingkat suku bunga. Karena i1itu =7ek
skspansi penurunan tingkat suku bunga harus diikuti

dengan kenaikan penukaran uang untur menjaga agar ting-



kat suku bunga tetap tak berubah. Kesimpulan efek kebi-
jaksanaan fiskal tidak berpisah dari efek kebijaksanaan
moneter, keduanya harus dikoordinasikan agar diperoleh
efek stabilitas yang efektif.

Oleh karena itu efektivitas mekanisme kebijaksanaan
moneter ada kelemahannya, bersifat tak simetris antara
rebijaksanaan wuang ketat. Kebijaksanaan uang xetat akan
lebih efektif dilakukan oleh sistem bank umum dalam kon—
traksi moneter. Tetapi dalam kebijaksanaan uwang longgar,
efek ekspansi moneternya tergantung pada reaksi sistem bank
umum untuk merealisasikannya. Sedangxan kombinasi kebijak-
sanaan Tfiskal moneter hanya efektif ditetapkan pada kasus
intlasi akibat adanya dorongan upah. Tingkat suku bunga tak
aran efektif pengaruhnya terhadap investasi, hal ini karena
banyak Taktor lain yvang mempengaruhl pengeluaran investasi
disamping tingkat suku bunga. Selain itu perusahaan mempu-—
nyal investasinya dari dana intermal berupa keuntungan yang

tak dikonsumsi atau tak dibagikan.

2.3. Efek Kebijaksanaan Moneter dan Investasi

Penciptaan wuang yang beredar dilakukan oleh otoritas
moneter yaitu bank sentarl dan pemerintah. Sepanjang otori-
tas tersebut melaksanakan fungsi-fungsi moneternya, semen-—
tara bank—-bank umum menciptakan uang giral, tanpa sepenge-
tahuan dan pengendalian oleh otoritas moneter, bank-bank

umum yang mempunyai motif mencari keuntungan dalam kegiatan
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pemberian kredit akan menyebabkan fluktuasi kegiatan ekono-
mi tak terkendalikan. Bank-bank umum cendrung menciptakan
uang lebih banyak pada masa inflasi dan tak cukup mencipta-
kan uang giral pada waktu resesi hingga lebih memperburuk
situasi ekonomi.

Untuk itu tujuan kebijaksanaan moneter haruslah diru-—
muskan secara spesifik yaitu menciptakan kesempatan kerja
bagi faktor—-faktor produksi sehingga dicapai tingkat output
kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kebijaksanaan moneter
merupakan kebijaksanaan dengan menggunakan piranti-piranti
guna mempengaruhi can wmengatur penanaman uang. atau sejumlah
uang beredar dengan tujuan menstabilkan harga dan output
total dan kesempatan kerja jangka pendek, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kata lain,
kebijaksanaan moneter akan menaikkan atau menambah jumlah
uang beredar selama perekonomian mengalami resesi dan
kemandegan untuk meransang pengeluaran, dan sebaliknya
membebani dan mengurangi suplay uvang selama masa—-masa
inflasi guna mengerem pengeluaran.

Rantai urutan efek kebijaksanaan moneter berupa peru-
bahan sejumlah uang beredar terhadap kegiatan ekonoai yang
menunjukkan proses kebijaksanaan yang menunjukkan proses
kebijaksanaan vyang dijalankan guna mencapai tujuan. Mula-

mula otorita moneter menetapkan kebijaksanaan moneter

menetapkan kebijaksanaan-moneter sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai melalui berbagai piranti/teknik kebijaksa-

naan moneter yang dipilih. Bank sentral sebagai pelaksana
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kebijakan dapat mempengaruhi besarnya cadangan aktual dan
cadangan wajib yang harus dipegang oleh bakn—bank umum dan
juga cadangan kelebihan dengan menggunakan piranti kebijak-
sanaan yang telah dipilih tersesbut.

Seperti telah diketabui bahwa pengeluaran investasi
merupakan fungsi atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga
akan mempengaruhi keputusan pengeluaran oleh pihak swasta
terutama HKeputusan pengeluaran investasi yang selanjutnya
akan mempengaruhi tingkat output, kesempatan kerja, penda-—

patan dan timgkat harga.

2.4. Kebijaksanaan Fiskal dan Investasi

Kebijaksanan fiskal yang dimaksudxan adalah perubahan
besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan
menstabilkan Bharga serta tingkat output maupun kKesampatan
Kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Dimana
kebijaksanaan Tiskal ini mempunyal dua instrumen vyaitu :
perubanan pengsluaran pemserintah (6) dan penarikan pajak
(T) dengan anggapan babwa :

a. Skedul investasi independen atau tidak dipengaruhi ocleh
besarnya (6) dan (T).

b. Pengeluaran pemerintah tidak menyebabkan perubahan
pengeluaran konsumsi atau investasi sektor swasta.

c. Besarnya pajak yang dipungut tidak berhubungan atau
independen terhadsap tingkat NNP (Fendapatan Nasional

Bruto)
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Adapun beberapa macam pengeluaran pemerintah serta
pajak dan dampaknya terhadap efek inflator dan efek defla-
tor (anti inflasi) atas surplus atau defisit Anggaran
Fendapatan Belanja Negara. Pada dasarnya pengeluaran peme-
rintah mempunyai efek pengganda dan merangsang kenaikan NNP
(Fendapatan Nasinal BRersih) yang lebih besar dari pada
pembayaran transfer dalam jumlah sama. Peng=2luaran pemerin-—
tah ini akan menaikkan pendapatan dan produksi secara
berganda sepanjang per=konomian belum mencapai tingkat
kesempatan kerja penuh, karena pengeluaran pemerintah hanya
menaikkan permintaan agregatit. Oleh karena itu pengeluaran
pemerintah sescara  langsung akan menaikkan produksi bila
perekonomian belum mencapal keadaan kKesempatan kerja penuh,
karena pengeluaran terssbut hanya menaikkan permintaan
agregatif didasarran anggapan bahwa psngeluaran pemerintah
tidaklah pada proyek—-proyek yang menghalangi atau menggan-—
tikan investasi sektor swasta.

Olehnya itu pengambilan kebijaksanaan fiskal oleh
pema2rintah wmelalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
diharapkan untuk menanggulangi inflasi dan skspansi penge-—
luaran dapat dilakukan secara drastis dengan kebijasanaan
anggaran belanja seimbang. Prinsip anggaran seimbang ini
telah diterapkan dengan ketat untuk menanggulangi inflasi
spiral vyang tinggi, bersama-—-sama dengan kebijaksanaan
moneter berupa pengreman laju pertambaban uang beredar

serta pemberian kredit yang diarahkan untuk tujuan sama.
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Sebelumnya kebijaksanaan anggaran defisit dan sistem ekono-
mi yang tidak merangsang produksi telah menimbulkan inflasi
menuntut kKenaikan pengeluaran lebih besar dan pada gili-

rannya arkan menaikkan laju inflasi.

2.5. Pinjaman dan Penanaman Modal Asing Serta Penanaaan

Modal Dalam Negeri

Masalah kekurangan dana untuk pembentukan modal bukan
hanya dihadapi oleh sektor pemerintah tetapi juga oleh
sektor swasta. Di negara—negara berkembang, kegiatan ekono-
mi yang dapat diusahakan oleh pihak swasta masih @empunyai
remuengkinan untuk berkembang lebih maju lagi, apabila
tersedia 1lebih banyzak modal dan terdapat kemampuan untuk
menggunakan tambahan modal itu secara lebih efektif. Seper—
ti juga yang terjadi di sektor pemerintah, masalah tersebut
dapat diatasi dengan memasukkan modal dari luar negeri,
terutama dari negara—-negara maju. ¥alaupun mempunyai pesran
yang sama seperti bantuan luar negeri yang diterima oleh
sektor pemerintah, modal luar negeri vang digunakan untuk
mengisi kekurangan modal di sektor swasta tidak boleh
digolongkan sebagai bantuan luar negeri. Ini disebabkan
karena syarat-syarat pinjaman swasta dan penanaman modal
asing di negara—-negara berkembang adalah sama dengan yang
berlaku di pasar internasional. #&pabila modal tersebut
berupa pinjaman maka tingrxat bunganya adalah tidak berbeda

dengan tingkat bunga yang berlaku dalam pasar internasio—




nal. Dan apabila modal tersebut berupa penanaman modal,
maka keuntungan yang akan diperoleh adalah bebas untuk
dikirimkan kembali kenegara—-negara asal wmodal tersebut,
vaitu sesuai dengan cara pembayaran keuntungan yang pada
umumnya dilakukan ke ataes penanaman modal asing di  negara-—
negara maju. Berdasarkan Kepada hal ini dapatlah dikatakan
babwa umumnya pihbak swasta di negara—negara -maju  ®aminjam—
kan dan m2nanamkan modalnya ke negara—-negara bperkembang
bukan atas dasar keinginan untuk membantu tetapi untuk
memperoleh  keuntungan dari padanya. 0Oleh karena aliran
modal tersebut, walaupun eembantu negara—negara berkembang
mengatasi kekurangan tabungan dan mata uvang asing berarti
pula memegang peranan yang sama seperti  penanaman modal
asing dan tidak dapat dipandang sebagai bantuan luar ne-—
geri.

Arkan tetapi agar partisipasi masyarakat semakin me-
ningrat di dalam pembangunan, maka peranan dunia wusaha
nasional perlu  lebih ditingkatkan. Untuk itu pemerintah
perlu melanjutkan usaba dalam pengembangan dan pembinaan
dunia wsaha nasional. Maksudnya agar terjadi pemerataan
usaha serta hkerjasama yang s=rasi  antara wusaha negara,
roperasi dan usaha swasta.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dibutuh-
vran adanya dana. Dalam hal ini =salah satu cara pema2rintah
adalah m=ngadakan pengarahan para penanam modal, khususnya

modal swasta nmasional.



Fenanaman modal swasta nasional ini diatur melalui UU.
No. 6 Tahun 1969 yaitu tentang penanaman modal dalam ne-
geri. Mekanisme kerja pelaksanaan penanaman modal dalam
negeri diatur oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Dimana BKFM mengeluarkan daftar Skala FPrioritas (D5F)
tentang proyek-proyek, kemudian dijalankan d=ngan modal
swasta nasional.

Oleh karenanya BKFM daerah mempunyai kewajiban untuk
meninjau pelaksanaan penanaman modal yang dikaitkan dengan
masalah—masaleh pokok di bidang pembangunan, yang menjadi
perhatian pemerintah maupun masyarakat adalah peningkatan
laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan dan pemerataan
kegiatan pembangunan maupun pemerataan dari pada hasil-
hasil pembangunan adalah hal yang sangat penting dalam
rancka m=nggairahkan kegiatan penanaman modal unturx masa-
masa datang.

tntur itu dapatlah kitas uraikan kewajiban, tugas dan
tujuan dari pembentukan BKFM, yaitu :

1. Maksud dan tujuan dari pada pembentukan BFKEM daerah
sebagai lembaga vang melalukan koordinasi pengelolaan
penanaman modal di daerah. Dalam uraian tersebut menca-
rup pula prosss komunikasi konsultasi, koordinasi dan
sinkronisasi dalam pengelolaan penanaman modal. Dimana
perlu adanya umpan balik antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dan para penanam modal atau masyarakat
di dasrah pada umumnya agar ilkim penanaman modal dapat

diciptakan sebaik-baiknya.
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2

¥ebijaksanan pokok penanaman modal yang pada dasarnya
ditujukan pada penciptaan iklim pengembangan penanaman
modal dengan prinsip-prinsip kessimbangan. Kessimbangan
vang dimaksud meliputi keseimbangan dalam pengertian
mengenal fasilitas penanaman modal, keseimbangan dalam
remampuan berusaha antara pengusaha nasional dan asing,
serta kaitannya dengan program Indonesianisasi dan
reseimbangan dalam pengeleolahan potensi penanaman modal
dengan linghkungan hidup.

Hesempatan pengembangan penanaman modal berhubung dengan
telah berakhirnya resesi dunia. Kessmpatan untuk mening-
ratkan kegiatan ekspor dan penggunaan dana luar negeri
untuk peningkatan kegiatan penanaman modal di  dalam
negeri merupakan dua hal yang sang sangat penting dalam
meningratkan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja.
Frola hubungan golongan skonomi lemah dengan golongan
gkonomi kuat perlu pula dirembangkan sesuai dsngan
prinsip reseimbangan dalam pengembangan penanaman modal.
Tujuan adalah jelas yaitu agar diperolsh satu pola kerja
sama saling opergantung, sehingga perxembangan ekonomi
yang ada benar—benzr membuka Kesempatan baru bagli pen-—
gembangan usaha dan dihayati bersama oleh semua golongan

eronomi dan bukan sebaliknya.



2.6. Pokok — Pokok Kebijaksanaan Penanaman Modal

Dicdalam melaksanakan kKebijaksanaan penanaman modal
yang dilakukan oleh para investor dengan koordinasi peme—
rintah dan BKFM maka ada beberapa hal yang perlu diperbati-
Kan., vyaitu =
1. Frinsip keseimbangan dalam pengembangan dunia usaha

Felaksanaan prinsip keseimbangan ini merupakan realisasi
dari pada BGaris—Garis Besar Haluan Negara (GBRN). Oleh-—
nya itu akan membantu menciptakan iklim pengembangan
penanaman  modal di o masa mendatang. Sebagai  langkah
pertama perlu dipahami secara ssimbang makna dari pada
pemberian fTasilitas penanaman modal. Sebagail pendorong
penanaman modal disatu pibhax dan penyeslenggaraan prasa-—
rana dan Tasilitas lainnya yang dibangun pemerintah
dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerimaan
negara dilsin pihak. Dalam rangke menunjang prinsip
teseimbangan, maka peningkatan kemampuan ekonomi nasio-—
nal perlu diselenggarakan sebagai langkah untuk menda-
patkan keseimbangan peranan cdalam pengelolean kegiatan-—
regiatan penanaman modal. Dalam rangka ini program Indo-—
mesianisasi  yang w@merupakan pula  peningkatan  peranan
investor Indonesia dalam FMA campuran perlu memperhati-—
hLan aspek—aspek pesmilikan modal, reahlian teknik, @®mana-

men dan  ketenagakerjaan. Termasuk dalam perinsip

m

3
teseimbangan di sini adalah pencgunaan bahan—bahan

(haku) vyang telah dapat dihasilkan di dalam negeri.
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Dalam rangka pengembangan usaha/penanaman modal ini akan
lebih efektif jika dapat dipahami adanya kebijaksanaan
vyang telah diambil pemerintah dengan berbagai penderatan
kelembagsan dan penyelenggaraan sebagai fasilitas—fasi-
litas yang m=nunjang

Fengarahan penanaman modal melalui daftar prioritas
¥2bijaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari pada
rebijaksanaan pembangunan. Di Dalam FJP 1 secara kuanti-
tatif ditetapkan target peningkatan produk nasional
oruto  yang terdiri dari peningkatan pada sektor perta-—
nian, industri, pertambangan, bangunan, pengangkutan,
dan lain—-1ain. Di dalam target yang dicanangkan terse-
but, peranan swasta diperhitungkan baik dalam rangka
oeningkatan tabungan masyarakat dan tabungan perusahaan
sebagal dana yang dimobilisir untuk pembangunan dan dari
peningkatan investasi swasta itu sendiri. Untuk mencapai
target—-target tersebut pemerintabh menyeslenggarakan pem-—
bangunan prasarana dan kKegiatan—-kegiatan menciptakan
iklim wusaha yang menunjang, sedang sektor swasta perlu
diarahkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan
disatu pihak dan segi-segi vyang menyangkut Kegiatan
usaha itu sendiri. Sebagaimana diketahui pada pelaksa-
naan pembangunan ditetapkan prioritas antara lain
peningkatan produksi, pemberian lapangan kerja, pemera-—
taan kegiatan pembagunan ke daerah dan pemsrataan hasil

pembagqunan. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut dalam
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daftar skala prioritas penanaman modal ditetapkan 4
kategori vyaitu : prioritas, fasilitas, terbuka tanpa
fasilitas dan tertutup. Penetapan empat kategori terse-
but ditinjau secara priodik untuk diadakan penyesuaian
menurut keadaan daerab vang bersanghkutan.

Fengembangan penanaman modal dengan menggunakan lembaga
pengelola

Fembentukan beberapa lembaga pengelolaan penanaman modal
sampal saat 1ini dimaksudkan untuk menunjang program
peningkatan penanaman modal. BFKM merupakan lembaga yang
dapat membantu dunia usaha memperoleh Tasilitas penana-
man modal. Dalam fungsinya lembaga ini dapat memberikan
informasi, promosi, memproses aplikasi dan memecahkan
permasalahan penanaman modal yang timbul.

Di bidang fTiskal pemberian—pemberian perangsang penana-
man modal diselenggarskan menurut tingkat keperluan
fasilitas dalam rangka mendorong penanaman modal, yaitu:
a. Pada tahap pendirian FT., berupa fTasilitas pemulihan

dan pembebasan bea materai modal
b. Fada tabap pembangunan pabrik dan gudang, berupa
Tasilitas pengimporan bahan baku
c. Pada tahap usaha tingkat pertama, berupa fasilitas

pajak perseorangan dan sebagainya.



2.7. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dewasa ini te=lah semzkin meluas disadari negara—negara
berkembang bahwa penanaman modal dapat memberikan sumbangan
vang sangat berharga kepada pembagunan ekonomi. Terutama
yang menyangkut penanaman modal asing, apabila ditinjau
gari segi ini maka penanaman modal baik vang dilakukan oleh
p;hak swasta maupun asing akan mempertinggi tingkat penana-—
man modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan
eronomi. Selain itu pula penanaman @modal baik asing @maupun
dalam negeri bukan saja menyedizskan modal vang digperlukan
untuk penanaman modal vang direncanakan, tetapi juga memba-—
wa bersama tensga manajemen, keahlian usahawan keahlian
teknik dan pengetahuan mengenal pasar serta pemasaran dari
harang—barang vang dihasilkan. Dan didalam jangka panjang
penanaman modal dapat melatih golongan pribumi  mendapatkan
keahlian dalam bidang—-bidang yang diusahakan oleh para
peranan modal. Dan  juga perusahaan—perusahaan tersebut

tapat mempercepat proses perkenalan teknologi  baru yang

s

gigunaran olsh industri-industri tersebut.
2.7.1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)
Sejzk oekade 1970-an telah banyak dipermasalahkan
sngenai  tujuan  pembangunan dapat dicapai dan bagaimana
peranan perusahaan asing dalam pembangunan Indonesia. Baik
ditinjau dari segi modal, teknclogi dan berbagail keahlian

vang ada pada penanaman modal asing secara teori maupun




praktek memegang peranan penting sebagai salah satu sumber
pembangunan.

Inconesia telah merasakan betapa pentingnya peranan
FMA  tersebut dibidang minyak, pertambangan dan kebhutanan.
Hal mana ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan
ekspor negara vyang berasal dari sumbsr—sumber tersebut.
Aran tetapi banyak hal yang masih menjadi masalah kKhususnya
meEngenal hubungan antara tujuan pembangunan dengan pEranan
FMS.

Teori vyang dapat dipelsjari dari hubungan antara
negara penerima modal asing dengan PMA  sendiri  @mempunyail
banyak wvariasi, teori pertama menunjukkan sikap ekstrim
tidaek menginginkan timbulnya ketergantungan dengan m@menolak
rehadiran modal ssing karena dianggapnya sebagai kelanjutan
. caFli proses kapetalisme (Mary dan Magdotf). Kedua berupa

teori nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya melipu-—

r

i 3 e
L LER

watiran akan dominasi modal asing dan melihat pemba-—
gian rkeuntuongan yang tidak seimbang yang terlalu banyar ada
pada pihak PMA, sehingga menjadi sebab negara menerima
modal untuk membatasi kegiatan FMA.

Menurut pendapat Hymer vang dikemukakan menyangkut FMA
ini lebih hanyak dipengaruhi oleh Marxis berpendapat seba-
gai berikut:

"FMA ogengan perinsip pemupukan modal yang cendrung
sebagai perluasan dari kapitalismes dan menuju pada

rengembangan imprialisme™.
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Sedangkan untuk Indonesia secara umum mendefinisikan

FPMA sesuail kuadrat dan kondisi di Indonesia sebagai beri-—

"Perusahaan vyang memiliki atau mengusai fasilitas
prodursi dan Jjasa di luar negara di mana merska
berkedudukan".

Berdasarkan dari pengertian di ataé mengenai FMA maka
dapat disimpulkan bahwa: pertama, PMA belum dikenal dalam
peraturan perundang—undangan di Indonesia, dan kedua,
pemoahasan yvang intensif untuk mengatur kegiatan PMA secara
tuntas dan terpadu belum nampak, seperti halnya telah
dilakukan di negara lain.

Adapun yang menjedi perhatian dari bentuk-bentuk dari
usaha PMA yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat berupa:s
1. Ferusahan cabang, vyang @mSrupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan PMA induknva.

I+d

. Pervsashaan subsidiary,., yang merupakan perusahaan  yang
berbadan hukum sendiri. Di mana saham perusahaan ini

sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induknva.

4

- Perusanaan patungan, yang merdparan  perusahaan yang
sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai

atner.

T

Y
.
m

lentuk lainnya vyang pembentukannya didasarkan pada
ketentuan perundangan yang ada, seperti dibidang perban-—

Kar . pertambangan minyar dan gas bumi serta

perdagangan/jasa lainnya.
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Semenjiak kegiatan PHMA semakin intensif, kesadaran
negara—negara penerima modal mulai bangkit, terutama dipen-—
garuhi oleh keadaan politik, sosial budaya, tingkat perkem—
bangan ekonomi, keadaan potensi sumber alam dan strategi
pembangunan nasional -masing—-masing negara. -Sikap na2gara
pener ima modal dalam mengambil langkah—langkah untuk
menghadapai PMA berbeda antara vang -satu terhadap vyang
lainnya. Akan tetapi kecendrungan umoem dapat kita 1lihat
dari G hal sebagai berikut:

1. Sikap pemerintah terhadap aliran masuknya modal

. Monitoring terhadap -pelaksansan FPMA dan pengalihan
teknologi yvang umumnya semakin ketat.

3. Ferlakukan vyang lsbih barsifat pengembangan usaha na-—

sional yang semarxin meningkat.

4. ¥eharusan mslapor/mendatiar fepada peserintah.

S. Larangan pesngambilan vusaha lckal oleh pihak asing

2.7.2. Pengertian Penanaman' Modal Dalam Negeri (PMDN)

Usaha pengembangan PMDN telah dirintis sejak ssbelum
lahirnya Undang—-Undang PMDN, vaitu  berupa kebijaksanaan
pembangunan dan penyertaan modal pemerintah dan kKemudian
disesuaikan dengan ke dalam kebijaksanzan kredit investasi.
Oleh karenanya pengaruh penggunaan dana tersebut untuk
pemberian kradit kepada proyek didasarkan rkepada prioritas
pembangunan pemerintah. Sehingga Undang-Undang FMDN merupa-—
van hal vang penting, tidak hanya dari sudut kepsntingan

para pengusaha nasional, tetapi juga dari sudut kepentingan



negara/pemerintah khususnya dalam rangka pelaksanaan pem-
bangunan nasional, di mana peranan swasta secara lebih
efektif sangat diharapkan.

Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan pendapat Apter
(1272 : 176) di dalam buku yang disadur oleh Sumantoro vang
menyatakan bahwa :

YDunia ini merupaksn suatu arena pembangunan, dimana
peranan penanaman modal dalaam negeri merupakan
salah satu diantara sekian banyak kekuatan yang
berusaba @engidentifikasi bentuk organisasi, pola
pengambilan keputusan dan cara pendekatannya untuk

mencapai tujuan usahanya".

Fengamatan Apter ini memeng merupakan pokokK—pokor
kesan dari pada letak masalabh yvang sabenarnya dalam  bubun-—
gan antara FMDN dengan pemerintah negara bersangkutan. Di
mana pendapat di atas pemberian ansumsi bahwa Ppe2rmasalahan
vang menyangkut PMDN di suatu negara sangat tergantung pada
gerak perkembangan 2konomi dunia dan dari usaha FPMDN  ditu
sendiri.

GCleh itu peranan perusahaan PFMDN  itu juga sangat
diharapkan untuk meseratakan-penyebaran kegiatan ke dasrah-—
dezerah. Di mana dalam pelaksanaannya diperuntukkan bagi
proysk—-proysk  yang exsekutif dan dapat dibharapkan, namun
untur proyek—proyek vyang Izinnya perusahaan FPMDN  lebih
menyukal menanamikan wmodalnya di dasrah Jawa dan besberapa
kota di luar Jawa. Hal ini antara lain di dorong oleh sifat

perusahaan yang mamerlukan fasilitas sarana dan  prasarana
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serta prospek pemasarannya yang dapat dipenuhi di kota-
kota besar.

Kegiatan perusahaan PMDN disebut telah menunjukkan
hasil dan telah memberikan manfaat bagi negara vaitu berupa
pembanqunan/pengelolaan sumber—sumber alam, pengembangan
industri, p=smbukaan prasarana perhubungan, termasuk pemban—
gunan pelabuhan, tenaga listrik, vang keseluruhan mempunyai
pengarub pada pembangunan nasiocnal/daerah yang bersangku-
tan. Sudah tentu termasuk juga peningkatan keahlian tenaga
Kerja can mpdernisasi kegiatan skonomi dapat dicapai secara
lebih cepat dari pada kegiatan perusazhaan tersebut.

Dasar-dasar untuk pengembangan dan -pembinaan industri-
alisasi telash banyak ditunjang oleh kegiatan perusahaan
FMDN tersebut. Seperti pengembangan industri kKimia dan
produk—produk dari minyak telah menumbuhkan gegiatan indus-
tri—-induestri lainnya.

Atas dasar itu pemerintah senantiasa mengharapkan
adanya perusahaan  FMDPN untuk dapat wmelakukan investasi-
investasi ke daerah—daerah dan mengharapkan agar pelaksa-—
nasn kegiatan—kegiatannya memenuhi kepentingan masyarakat,

pemerintah dan perusahsan itu sendiri.

2.8. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto. (FDRB)

Feningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejah—
teraan masvarakat suatu daerah pad FDRE dzerah tersshut.

Menurut laporan kantor EBirc Pusat Statistik (BPS) Propinsi




Sulawesi Selatan. pengertian FDRB adalah seluruh nilai
netto barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi pada suatu
wilayah domestik/regional tanpa mesperhatikan pemilikan
faktor—faktor produksinya.

Untuk menghitung pendapatan nasional dengan menentukan
dan @menjumlah nilal produksi yang diciptakan oleh sstiap
sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Sektor—-sektor
produksi tersebut dapat dibedakan atas sebelas (11)  sektor
produrksi sebagai berikut: Sektor pertanian, pertambangan
dan galian, industri pengolahban listrik, gas dan air aipnum,
bangunan, perdagangan, perhotelan dan rumah makan, trans-—
portasi dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya,
sewa rumah, pemsrintzh dan  pertahanan ssrta  jasa—jasa
lainnva. Untuk menyederhanakan perhitungan maka ke—11
sektor terssbut dapat dikelompokkan menjadi 3 sektor, yaitu
: sektor pertanian, jasa dan investasi. Jadi untuk menghi-
tung pendapatan nasicenal/regional dengan cara prodoeksi,
vang pertama harus dilzakukan adalah espentukan nilzi  pro-
duksi vyang tecipta dalam sektor-sektor tersebut di atas.
Nilai vang diperoleh dinamsakan Produk Doamestik Regional
Hruto., Jjika ruang lingkup adalah regional (propensi) maka
nilai yvang diperoleh dinamakan FDRB. Selanjutnya dijumlah-
kan dengan nilai produk tambzhan vang tercipta. Dengan cara
ini dapat terhindar berlakukanya perhituengan dua kali dan
juga akan menunjukkan sumbangan yang sebenar—benarnya dari

tiap sektor yang dihitung. Sebab dalam menciptakan produksi
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disetiap sektor menggunakan input dari sektor lainnya dan
ini dapat berupa bahan mentah, alat-alat produksi, dan
lain-lain, sehingga nilai produksi yang dipasarkan oleh
suatu sektor tidak sepenuhnya merupakan produksi sektor
tersebut, di mana sebagian dari produksinya merupakan
produksi dari sektor lainnya.

Rerdasarkan pada metode di ataé,- marxa pandapatan
nasional dan regional dapat dihitung dengan melakukan
penjumlabhan pendapatan faktor—faktor produksi yvang diguna—
ran dalam memproduksi barang dan jasa selama setahun.

Dengan demikian FDRE adalab seluruh -produk barang dan
jesa vyang diproduksi di wilayah Sulawesi Selatan tanpa
memperhatikan apakah faktor—faktor produksinya berasal atzau
dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut atau tidak.

Ada 3 kKonsep aengenal PDRB, vaitu:

1. Dari segi produxsi adalah nilai jumlah netto produk
sarang dan jasa yvang diproguksi di  wilayah Sulawesi
Selatan dalam jangka waktu tertentu (besarnya satu

tabun).

8

- Dari segi pendapatan adalah jumlah balas jasa (pendapa-
tan) yang diterima oleh farktor—Taktor produksi yang ixut
serta dalam proses produksi di wilayah Sulawesi Selatan
dalam jangra waktu tertentu (biasanya waktu vang diguna-—
kan adalan satu tahun).

3. Dari segi pengeluaran adalah jumlah. yang dikeluarkan

untuk kKonsumsi rumah, konsumsi lembaga yang tidak mene-




rima keuntungan, pengeluaran untuk investasi dari ekspor
netto di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu
{biasanya satu tahun).
EBeberapa metode yang digunakan untuk menghitung FDRB
adalah sebagai berikut:
1. Mstode Langsung
Dalam metode ini ada 3 cara pendekatan yang digunakan
vaitu:
a. pendekatan produksi
b. Pendekatan pendapatan
c. Fendekatan pengeluaran
2. Mstode Tidak Langsung
Calam metode ini, perhitungan dilakukan dengan mengalo-—
kasikan PDRB atau nilai tambah dari sektor dan sub sek-—
tor/romoditi/kegiatan usaha dalam skop nasional/multi
regional ke dalam angka regional dengan @s2nggunakan
indikator yang tepat.
Adapun manfaat dari FDRB dapat dijelaskan secara
singkat sebagai berikut:
1. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan
pembangunan daerah
2. Sebzsgai indikator dalam pertumbuhan skonomi
3. Dapat mengetahui radar pertumbuhban pandapatan nasiocnal,
rendapatan perkapita dan struktur eskonomi di  suatu

daerah




Dapat merupakan indikator nubungan antara sektoral
Dapat mengetahui sektor usaha.

Mencari dan mengetahbhui potensi sumber—sumber pembiayaan

pambangunan di luar sektor vang ada s=karang.




EaAaE IIIXI

METODE FENEL ITIAN

J3.1. Lokasi dan-Waktu Penelitian

Untuk kelancaran penulisan skripsi ini., maka penulis
mangambil /menentukan lokasi penelitian di-daerah Tingkat . I
‘Sulawesi Selatan, dengan waktu penelitian selama kurang

lebih &0 (enam puluh) hari.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang kegiatan skripsi ini, maka data yang
diperlukan adalah:

1. Bata primer vaitu data yang diperoleh melalui cara
wawancara langsung dsngan para pegawai dan peiabat
pemerintah daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Badan
Koordinasi Fenanamn Maodal Dasrah Tingkat 1 Sulawssi

Selatan.

J

. Data skunder yaitu data yang diperoleh dengan mselakurkan
regiatan—kegiatan pengambilan data, yvang antara lain
perasal dari :

a. Kantor Pemerintan Tingkat I Sulawesi Selatan
b. Kantor Radan Keordinasi Fenanaman Modal Dasrah Ting-

rat I Su

et

awesli Selatan
c. Kantor Statistik daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
d. Sumber-5umber lainnya yang berkaitan dengan penulisan

skEripsi ini.




3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penulisan ini, maka teknik

vang dilakukan adalah sebagai berikut :

s L

2
JF

Interview

Teknik ini dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara
langsung dengan pegawail dan pejabat pemerintah Daerah
rat I Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Fenana-—
man Modal Daerah Tingkat I Sulawssi selatan.

Observasi

Ternik ini dilakukan g¢engan jalan mengadakan peangamatan
secara langsung di lapangen, ini dimaksudkan untuk mem-—
perclah data langsung dari responden guna keperluan

pembanasan dalam penulisan skripsi ini.

3.4. Metode Analisis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penanaman

modal asing dan penanaman mocal dalam negeri  terhadap

oeningkatan PDRB di Sulawesi Selatan maka digunakan  rumus

Regresi Linier Berganda ssbagail berikut:

Y=a+%* byXy + baks + €
Dimana:
¥ = FDRE Sulawesi Selatan (Rp)
a = Konstanta
Xy = Jumlash penanaman modal dalam negeri (Rp).
X2 = Jumlzah penanaman modal asing (Rp)
bl.B2 = Koefisien Elastisitas

]

e Kesalahan pengganggu {tingkat kesalahan)

J

Dengan jenis pengujian : RS, " Uji F" dan ™ Uji T".

i
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3.5. Konsep Operasional

Dalam penulisan skripsi ini, akan dibahas variabel -
variabsl pokck yang digunakan untuk mendukung dan memberi-
ran arah serta pengertian yang jelas dalam pembahasan.
Adapun  kerangka operasionalnya dapat diuraikan sebagai
berikut:

— FDRB Sulawesi Selatan adalah seluruh produk baranmg dan
jasa vyang diproduksi di wilayah Sulawesi Selatan  tanpa
memperhatikan  aparah faktor—-fakator produksinya  berasal
atau dimiliki oleh penduduk di wilayah terseout atau
tidak.

- PMA  adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak
pemerintan maupun swasta asing terhadap suatu negara.

- FMDN =adalah penanaman mcdal yang dilakukan oleh pihak

ta nasional dalam suatu negara.




B2AEBE IV

HASIL DPBAN FEMEAHASARN

4.1. Perkembangan Penanaman Modal Asing

Perkembangan ekonomi pada umumnya dan FPMA  khususnya
telah menjadi perhatiar kalangan masyarakat pada umumnya.
Perkembangan tersebut msmbuka kesempatan baru bagl masyara-
kat untuk melakukan usaha disuatu pihak, tetapi juga memba-
wa problema baru bagi usaha vang ada. FPerkembangan ekonomi
sebagai hasil! pembangunan FPJF I telah membawa perubahan
struktur perioritas pemabgunan pada PJFP I1 dengan skop
perhatian kepada aspek—-aspek yang lebih luas baik secara
vertikal maupun secara horisontal.

Dari basil perkembangan PMA sampai akhir PJP I, maka
.menjelang dan saat pelaksanaan FPJIP II tampa ada tuntutan
untuk meningkatkan partisipasi pihak nasional dalam kegia—
tan penanamna modal asing terssebut, peningkatan partisipasi
ini sejalan dengan pemerataan kegiatan pembangunan serta
aspek penyebaran hasil kegiatan tersebut ke daerah-daerah.
Keseluruhan telah menjadi prioritas pembangunan FJIP II1.

Bejala terutama pengikut sertaan golongan nasional ke
dalam pengelolaan kegiatan—kegiatan ekonomi tersebut tidak
hanya di lingkungan suatu negara, tetapi juga di lingkungan
Internasional. Hal ini terbukti dari munculnya masalah tata
skonomi Internasional baru, dimana peranan negara—negara

produsen minyak meningkat secara cepat dalam perekonoatan
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dunia, sedangkan kelompok negara: sedang berkembang wmuncul
dalam kancah kegiatan pengedvlaan kehidupan dunia baik yang
beraspek skonomi maupwen politik.

Datasm tata ekonomi Internasional baru bahkan negara
sedang.  berkembang yang tidak mempunyail sumber alam mauvpun
dasar untuk industrialisasi juga menuntut @ juga  berperan
dalam tatanan baru tersebut. tetak kekuatan merska justru
pada redudukannya yvang peka dalam tata eskonomi yang Bbaru
tersebut vang dapat mempunyai efek terhadap tata ekonomi
terssebut, karsna nubungan ekonomi dunia saling berkaitan
erat.

rada FJF 11 menetapkan pricritas, antara lain pe-
ningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan/pemera-—
tzan pendapatan serta penyebaran kegiatan ekonomi di dae-
rah—daerah. Fada PJIJP 11 dikenal adanya beberapa jenis
relompok usaha yang masing-masing mempunyai kKekhususan yang
berlainan, yaitu perusahbaan swasta asing, swasta pribumi,
swasta non-pribumi dan perusahaan pemerintah. Feranan FMA
diarahkan pada ssktor dimana kemampuan dan faktor produksi
yang mereka bawa masih belum dimiliki oleh perusahaan-—
perusahaan nasional. Kegiatan modal asing diarahkan untuk
menjadi penunjang dalam usaha pengembangan dunia usaha
nasional. Dalam pengerahan tersebut perlu dicegah adanya
persaingan yvang tidak sehat antara perusahaan — perusahaan
tersebut. Untuk keperluan tersebut oleh pemerintah  disusun

daftar skala prioritas penanaman modal. Di dalam daftar
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tersebut terdapat ketentuan mengenai sesuatu usaha tertatup
untuk modal asing. Demikin juga secara implisti ditetapkan
bahwa usaha joint wventure (perusahaan gabungan) perlu
diselenggarakan dengan @menjamin peningkatan peranan pihak
nasional dalam pemilikan saham, manajemen, dan tenaga

kerja.

4.1.1. Dasar-Dasar daripada Penanaman Modal Asing
Dasar hukum @mengspal penyertaan modal nasional dalam

PMA telah dicantumkan dalam UU PHMA adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dangan
modal nasional dengan mengingat ketentuan - ketentaun
dalam pasal 3.

2. FPemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha,
bentuk—-bentuk dan cara—cara kerjiasama antara modal asing
dengan modal! nasional dengan memanfaatkan modal dan
reahlian asing dalam bidz=ng =kspor serta produ¥si barang
dan jasa-jasa.

Sedangkan pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

1. Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang salurun -msdalnya
adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi
bBagi modal nmasional s=cara efektif setelah jangka waktu
tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh
pemerintah.

2. Jikalau partisipasi termasuk dalam ayat (1) pasal ini

dilakukan dengan -penjualan saham yang telah ada, maka
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hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta
asli dari modal asing yvang bersangkutan.

Walaupun kKetentuan tersebut belum tegas, namun demi-
kKian kebijaksanaan pengendalian saham yang dilancarkan
pemerintah sekarang menjurus kepada penguasaan secara
mayoritas oleh pihak nasional dapat dipahami. Jika kita
lihat perkesmbangan A, pada tahap-tahap pertama pemerintah
mengundangnya ssbagai piloner dengan menawarrkan berbagail
fasilitas serta dengan menciptakan iklim dan kondisi yang
menarik bagi PMA. Pada tahap berirutnya setelah s=2kian lama
FMmA menikmati fasilitas—fasilitas, pemerintah menstapkan
rebijaksanaan antara lain dengan mengretatkan syarat PhMA
dan mensyaratkan untuk membuka partisipasi modal nasional.
Kebijarksanaan terssbut dikemukakan pada tamggal 22 Januari
1774 dan yang kemudian pokok—pokoknya dituangkan dalam PJIF
I. FKebijaksanaan tersebut dengan demikian® dapat. dipahami
sebagai suatu proses kemajuan dan sesbagai konsekuensi per-—
rembangan exkonomi itu sendiri.

Olehnya itu pengetzhuan program FMA terutama menyang-
kut pemilikan saham telah ditetapran dalam bHesntuk Surat
Edaran BKPM yang pada intinya merupakan pelaksanaan dari
pada pasal 27 UU PMA yaitu penegasan mengenal jangka waktu
dan perimbangan partisipasi saham nasional, serta penetapan
waktu mulainya suatu perusahaan asing dikenakan program
Indonesia. Langkah-langkah pengaturan tersebut dirasakan

belum cukup, vang paling pokok adalabh belum terselengara-




nya pengaturan mengenali  kewajiban - membuka partisipasi
Indonesia dalam bentuk undang—undang vang lebih tegas dan
menyeluruh dari pada pasal 27 tersebut di  atas. Ferlunya
peraturan undang—-undang ‘tersebut adalash karena -UU merupakan
dasar hokem pokok untuk selanjutnya dapat diikuti  dengan
peraturan penyelenggaraannya yang manyangkut aspek—aspek @
Fenyusunan daftar skala prioritas psnanaman modal, program
pengketatan persyaratan FMA dan pengaturan -memgenai  pasar
modal dan sebagainya.

Dalam praktek vyang selama ini telah dilaksanakan
program pengalihan -saham masibh merwpakan mwasalah  intern
perusahaan  yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak

al

e

pema2gang saham. Dalam akte pendirian perusshiaan ataud  da
perjanjian pembentukan jeoint venture belum dijumpai keten-—
tuan yang memuat ksharusan meningkatkan penyertaan  pinhak
Indonesia sampail minimun S1%. FPada sejumlah perusahaan FPHA
memang mambuka HesSempatan partisispasi nseunc dalam p2laksa-—
naannya sering dikaitkan dengan persyaratan—persyaratan
vang sulit dipenuhi oleh pengussha nasional, yang- j=las
adalah bahwa proses tersebut tergantung pada kondisi ma-
sing—masing perusahaan, misalnya-dengan wengemukskan banwa
pelaksanaan program ini akan diselenggarakan setelah sele-
sai pelunmasan utang dari partner asing.

Berhubungan dengan itu maka pengaturan yang lengkap
tersebut di atas sangatlah diperlukan. . Tanpa pendexkatan

gdemikian akan sulit diharapkan PMA bersedia menanam modal-
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nya dimana mereka diharuskan mengalihkan saham—saham kepada
pihak nasional - menjadi mayoritas. ©Sedang dilain pihak
investasinya belum seluruhnya kembali atau belum memberikan
keuntungan yang memadai. Dilihat dari sini maka pembatasan
10 tabun dari perusahaan yang memerlukan waktu pembangunan
lama, mungkin dirasakan berat, sedang bagi sektor FHA
lainnya yang cepat menghasilkan tidak dirakan berat. Namun
penstapan Jjangka waktu terssbut ssbenarnya membawa konse-
kwensi bagi pihak nasional yaitu berupa kemampuan partner

nasional meningkatkan sahamnya sampai mayoritas dalam waktu

4.2.1. Kekhususan daripada Bidang Indonesianisasi Menurut
Sektor Penanaman ‘Modal

Hidang penanaman modal yang menarik modal asing,
pertama zadalah dibidang usaha ekstratif seperti dibidang
peritambangan dan kehutanan. Dan selanjutnya dibidang indus-
tri yang mengarahkan kepada tujuan—tujuan pemasaran, terse-
dianya bahan baku dan tenaga kerjs yang muirah.

Di bidang pertambangan Eegiatan FRA - diadakan antara
penanaman modal di  bidang tambang minyak dan gas bumi
dengan bidang tambanmg lainnya. BU No 8 tahun 1971 mengenail
rertamina ditstapkan sebagasi lembaga pengelola tambang
minyak dan gas bumi. Dalam wewenangnya Fertamina dapat
menyslenggarakan kontrak production Sharing dengan kontrak-—

tor asing. Ketentuan tentang Indonesianisasi dalam pemili-
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kan sabam dalam bidang ini tidak menjadi petrmasalahan
rarena modal asing bekerja atas bentuk kontrak dan hasil
deri pada kontrak diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat dan
untuk memenuhi kKebutunan dalam negeri. 0leh karenanya maka
berbagal Tasilitas penanaman modal di bidang ini diberikan
oleh pemerintah.
Febijaksanaan FMA dibidang pertambangan non minyak dan
gas bumi tercantum dalam UU pokok psrtambangan No 11/467. Di
dalamnya diatur kemungkinan pengikutsertaan modal asing
Fasal 10 dari UU tersebut menyatakan bahwa:r
1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor,
apabila diperlukan untuk melaksanakan - pekerjaan—psker-
jeann yang belum atau tidak dapat dilaxsanakan sendiri
oleh instansi  pemsrintah atau perusahaan nsgara  vyang

bersangkutan selaku pemengang kuasa pertambangan.

tJ

. Dalam mengadakan perjanjian kerja dengan kontraktor
seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi
pemerintah  atau perusahaan negara harus berpegang pada
cedoman—pedoman, petunjurx—-petunjuk dan syarat—-syarat
yvang diberikan oleh menteri.

=. Perjanjian keria tersebut dalam ayat (2) pasal ini,

mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintan sestelah

berkonsultasi dengan DFR, apabila menyangkut eksplorasi
golongan a, sepanjang mengenail bahan—babhan galian  yang

ditentukan dalam pasal 13 UY ini dan atau yang perjan-—

jian kerjanva berocentuxk PhMA.
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Clehnya itu pendskatan yang dilakukan pemerintah guna
meningkatkan FPMA adalah dengan menyediakan fasilitas yang
memadai, dilatar belakangi oleh perlunya pslaksanaan pro-—
gram 1itu agar lebih didukung dan diarahkan, agar sesuai
dengan kebijaksanean pemerintah dan prioritas pelaksanaan
P3F II. Pertimbangn pemberian fesilitas dapat diselenggara-—
kan EKepada FMA yang menjual sahamnya dan menanam  kembali
hasilnya di Indonesia suatu pihak dan kepada masyarakat
pemb=2li saham dilain pihak. Jumlah Tasilitas dapat diper-—
timbangkan sesual dengan jumlah saham yang ditawarkan serta
jangka waktu pemenuhan persyaratan S1% mayoritas partisipa-
si nasional dapat diselenggarakan. Dalam rangka ini juga
cdipertimbangkan HKesesualan jenis—jenis prayek FMA  terssbut
dengan prioritas psmbangunan yang ada.

Indonesianisasi FMA - meruparkan kKeobijaksanaan yang
tepat. Tidak ada satupun FMA pun vang menentang kebijaksa-
naan ini dan bahkan merasakan bahwa kebiiaksanaan tersebut
sebagai hal yang sewajarnya. hRamun pelaksanaan program ini
diperlukan persiapan dan pendekatan yang tepat meliputi
aspek yang luas.

tntekr melihat sejauh mana perkembangan FMA di  daerah
Tingrat I Sulawesi Selatan pada priode tahun 1295 - 1393

mzaka hal ini dapat diketshui pada tabel 2 di bawah ini :
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TABEL 2
FERKEMBANGAN TINGKAT PMA DI DAERAH TINGKAT 1
SULAWESI SELATAN FERIODE 19935 — 1999

Tahun Jumlah PMA| Kenaikan Nilai Investasi| Kenaikan
(unit) (%) (Rp) (%)
1995 12 = 38.231.456.980 =
1996 13 8.33 39.9530.801.825 4,50
1977 i35 153,38 41.850.021.560 4,75
1798 ? —-40 26.760.261.510 —36,056
1799 i0 11,13 28.145.351.890 5,18
Sumber Data : — Kantor BKPM Daerah Tk I. Sulawesi Selatan

- Kantor Departemen Perindustrian dan Ferda-—
gangan Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari tabel 2 di atas., dapat diketahui
perkembangan Jjumlah FMA vang dilalukan oleh investor luar
negeri di daerab Tingkat I-Sulawesi Selatan pada priocde
tahun 1995 - 1997 sebagail berikut :

Faca tahun 1993 jumlah FMA di daerah Tingkat I Sulawe-—
si SBelatan sebanyak 12 unit dengan nilai investasi sebesar
Rp. 3B.231.48546.980, 2i tahun 1926 jumlah PMA yang dilakukan
ocleh investor asing di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
meningrat sebesar 8,334 atau mencapal jumlah sebanyak 13
unit sedangkan wntuk nilai investasinya meningrkat sebesar
4,90% dengan mencapai jumlah sebesar Rp. 37.950.801.825.
Sedangran pada tahun 19797 jumlah FMAS yang aca di daerah ini
tap mengalami penincgkatan sebesar 15,38Y atau mencapail
jumlalhr 15 unit usaha dan nilai investasinya mencapai jumlah

sebesar Rp. 41.8G50.021.560 atau meningkat sebssar 4,79%
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dari tabun sebslumnya. Namun pada tahun 1998 jumlah inves-—
tasi vyang berasal dari PMA mengalami penurunan, dimana
jumlah PMA yang ada di daerah Sulawesi Selatan hanya menca-—
pai 9 unit usaha atau msnurun sebesar —40%Z dengan nilai
investasi yang hanya mencapai jumlah sebesar Rp. 26.760.4190
atau menurun sebesar-36,06%. Demikian pula pada tahun 17997
jumlah PMA vyang ada di deaerah Sulawsesi Selatan apabila
dibandingkan dengan tahun 1997 tetap mengalami penurunan,
namun dibandingkan dengan tabun 1998 maka PMA pada daerah
ini mengalami peningkatan sebesar 11,117 atau mencapai 10
unit usaha can nilai investasinya sebesar RP
28.145.351.8920 atau meningkat sebesar S5,18%.

Apabila kRita melihat secara keseluruhan, maka tingkat
perrembangan FMA yang dilakukan oleh investor asing menga-
lami p=ningratan secara terus menerus dari tahun ke ta-
hunnya. Walaupun pada tahun 1998 jumlah FMS yang ada pada
Daerah Sulawesi Selatan mengalami penurunan secara bHesar.
Penurunan investasi yang dilakukan oleh investor asing ini
disebabkan oleh adanya gejolak kritis ekonomi yang dialami
oleh Indonesia, di mana terjadi perbedaan nilai tukar
rupiah terhadap nilai tukar mata wvang negara lainnya vyang
menysbabkan investor merasa kurang baik untuk melakukan
investasi. Dan juga adanya keadaan politik yang rurang
stabil di negar kita, yang mengakibatkan investor yang ada
menarik dan membekukan usahanya untur seamentara  waktu

menungqu keadaan menjadi stabil kembali.



4.2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri

Sebagaimana negara—-negara sedang berkembang pada
umumnya, Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan uwuntuk
mamanfaatkan modal dari luar negeri sendiri, dengan meman—
faatkan investor—-investor pribumi mauvpun non pribumi guna
m=lakukan kegiatan investasi di Indomnssia. Harapan ini
tertuang dalam UU FMDN dan kebijaksanaan—kebijaksanaan di
bidang penanaman modal. Pada umumnya dapat disimpulkan
bahwa FMDN dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, me-
ningratkan produksi, - memberi perluasan  lapancan kerja,
menggali  sumber—-sumber potensi ekonomi di  dalam negeri.
Szcara keseluruhan PMDN diharapkan dapat ikut serta/berpe-
ran dalam m=2ningkatkan taraf hidup masyarakat dan pambangu-
nan 2konomi pada umumnya.

S=hingga peleksanaan kegiatan usabha dari perusahaan
tersshbut jelas dapat ikut meratakan pembagian pendapatan,
memberi kKesempestan kera, mempsrluas kesempatan berpartisi-
pasi dalam pembangusnan dan berusaha s2rta penyebaran kegia-
tan—-kegiatan ke daerah—-daerah. Namun yang menjadi masalah
adalah bagaimana peEngaturan pengarshannya dapat diseleng-
garakan secara mantap.

Di dalam GEHN vang merupakan landasan bagi pelaksanaan
pembangunan, kita dapati ketsntuan - ketentuan yang oerkai-
tan dengzan kebijaksanaan pemerintah terhadap modal, baik
dari dalam negerli maupun asing. Tetapi kita belum wmelihat

telah &adanya perhatian pada kegiatan penanaman modal vyang



bercorakkan perusahaan. Dalam arah pembangunan jangka pan-—
jang di GBHN dikemukakan antara lain, bila selama Indone-—
sia memiliki sendiri faktor—-faktor tersebut maka dapat
dimanfaatkan potensi-potensi modal dalam negeri, modal
asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri dalam bentuk
joint venture sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan
vang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan na-—
sional. Fenjabaran arah pembangunan jangka panjang terse-—
out, rita dapat perumusan-—perumusan  vyang pada  pokornya
menyatakan babwa untuk pembiaysan yang terutama harus
bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-—
sumber dari luar negeri merupakan sumber pelengkap. Kebi-
jaksanean dalam Bidang pasar modal ditingkatkan untuk
premerataan pemilikan usaha dan serkaligus meningkatkan peng-
galian sumber pemibiayaan di dalam negeri.

Olehnya itu PMDN ditinjau dari historisnya sangat
menonjol dalam permasalahan permodalan (kapital) vanag
dimilirni. DPemikian pula dalam tahap-tahap perkembangan
pelaksanaan selanjutnya. Sebagaimana dikstahui penerbitan
Uy  PMA merupakan cermin perubaban dari politik  pemerintah
di bidang ekonomi umwnnya dan modal asing khususnya. Modal
asing diperlukan sebagai faktor komplementer dari Hekuran-
gan mddal nasional untuk memperkembangkan perekonomian
Indonesia. Dalam periembangan selanjutnya aliran modal
asing cukup menggembirakan. Namun hal tersebut aanimbulkan

retidakpuasan para pihak pengusaha — pengusaha Indonesia,




karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Dan jika
diingat pada tahun 1970-an justru dunia industri dalam
negeri dan usaba-usaha lainnya mengalami kKemunduran vang
hebat, maka kekhwatiran dari dunia penqusaha Indonesia akan
dominasi pihak asing dapat dimengerti, maka dari itu
diundangkannya UU PMDN merupaskan hal yvang penting, tidak
hanya dari sudut Kepentingan para pengusaha nasional yang
memang sudah lama menentukan UU tersebut. tetapi juga dari
sudut kepentingan negara/pemsrintah khususnya dalam rangka
pelaksanaan pembangunan  jangka panjang, di  mana peranan
swasta secara aktif sangat dibarapkan.

Usaha pengsmbangan FMDN ini, mulai dirintis sejak
sebelum ditetapkannya UU FPMDN, yaitu hanya kebijaksanaan
penggunaan  dana penyertaan modal pemerintah dan  kemudian
disesuaikan ke dalam kebijarksanaan kredit investasi. Pada
tahap tahun-tahun pertama dama untuk kredit tersebut digu-
nakan juga dana anggaran yang disalurkan melalui perbankan.
Oleh karenanya pengarahan penggunaan dana tersebut untuk
pemberian kredit kepada proyek vang didasarkan pada priori-

tas pembangunan pemesrintah.

4.3. Peranan PMDN di Masa Mendatang

Di dalam pelaksanaan FJP 11 telah dicantumkan adanya
rencana pengembangan dunia usaha. Fengembangan ini  pada
dasarnya merupakan Ekelanjutan dan penyempurnaan program

sebelumnya. Fengembangan di sinil bersifat menyelurubh vyaitu
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meliputi pengembangan perusahaan swasta nasional, perusa-
haan neqgara, perusahaan asing dan kepada golongan ekonomi
lemah yvang mendapat perhatian yvang cukup besar.

K¥ebijaksanaan di bidang penanaman modal mencarup
bidang pengaturan teknis dan pengarahan dalam rangka me-
ningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha,
peningkatan penyebaran kegiatan penanaman modal ke dasrah
memburka lapangan Kerja yang lebih luas bagi tenaga Indone-—
sia dan penggarapan potensi investasi yang ada. Berdasarkan
atas kebijaksanaan tersebut telah diambil langkah-langkahn
antara lain penetapan dattar skala prioritas penanaman
mcdal, pengaturan mengenai Indonesianisasi  tenaga kerja,
serta manciptaan iklim yang lebih masndorong penanaman
modal.

Frada dasarnya skala tersebut di tetapkan ke dalam 4
rategori, yang pertama adalah proyek—-proyek yvang prioritas,
untuk diberikan fasilitas penanaman modal vang cukup baik.
Ke dua adalah kategori-kategori proyek—proyerx Tasilitas
vaitu proyek-proyek penanaman modal yang tidak masuk prio—
ritas, untuk itu maka penanaman modal di bidang ini diberi-
kan perangsang penanaman modal. Kategori kKetiga adalah
proyek—-proyex yang masib terbuka tanpa TfTasilitas vyaitu
proyek penanaman modal yang boleh dilakuekan tetapi sifatnya
tidak begitu penting petranannya bagi pembagunan maka tidak
diberikan fasilitas. ¥ategori keempat adalah tertutup,

yaitu tidsak diperkenankan ada keglatan penanaman modal di



bidang-bidang tersebut.

Pertimbangan—pertimbangan yang digunakan untuk mene-
tapkan keempat kategori tersebut pembangunan pemerintah,
adalah segi-segi keienuhan, penyebaran penanaman modal ke
daerah—daerah penggunaan tenaga kerja yang besar, peningka-—
tan peranan FMDN vyang perlu dilakukan guna memberikan
perlindungan kepada pengusaha lemah, peningkatan ekspor,
penghematan devisa dan pengembangan dunia usaha s=2lanjut-
nya.

Sehingga kegiatan peningkatan penyertaan modal nasio-
nal/pribumi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan
pihak nasional, kemampuan lembaga-lembaga keuangan (kKhu-—
susnya lembaga—-lembaga keuangan bukan bank) dalam membantu
ceningratan penyertaaan tersebut, serta pertimbangan be-
sarnya investasi, tingkat teknologi dan resiko yang diper-—
lukan untuk proyek—-proyek PMDN.

Sedangkan usaha untuk meningkatkan penyabaran pesnana-
manr modal ke dasrah, terutama yang menyangkut permasalahan
pengarahan dan “Tasilitas vyang dapat diharapkan sangat
menentukan. Dipandang dari segi penanaman modal, maka pro-—
cram penyebaran tersebut akan membawa bermacam—macam per-—
timbangan yang perlu diperhatikan agar pengarahan ini dapat
memenuhli sasaran. Di antara pertimbangan — pertimbangan
tersebut adalah :

- Femasaran (arah, potensi dan lokasinya)

- Masalah perhubungan dan anghkutan/prasarana pada umumnya



— Masalah bahan baku
- Masalah tenaga kerja

Fengearuh dari pertimbangan—pertimbangan tersebut dapat
tercermin dalam besarnya penanaman modal, jenis dan tingkat
tekncleogi vyang diperlukan. FPemikiran mengenai ini  perlu
diselenggarakan secara sungguh-sungguh, sebab adalabh sulit
memaksa pihak swasta untuk menanamkan modalnya di  daerah
tanpa memndapatkan Kepastian nasil usahanya.

Untuk mendukung penyebaran penanaman modal ke daerah,
diperiukan data dan informasi mengenai da=rah tersebut
secara terperinci sehingga dapat memberikan gambaran yang

jelas bagl para investor. Hal lain yvang mendukung penyeba-—
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ran  penanaman modal ke daerah adalah dengan menggarap
potensi penanaman modal yvang ada di dasrah.

Dalam hubungan ini, maka tugas promosi penanaman modal
menjadi sSangat penting. Karsna dalam tugasnya mencakup
zemikiran yang menyeluruh mengenai potensi penanaman  modal
di dasrah-daerah, tingkat kemampuan pengusaha yang dapat
gihzrapkan mesnanam modalnya di daerah serta pemikiran
mengenai strategi pembangunan  prasarana yvang  asnunjang
peningkatan, penyebaran dan penggarapan potensi  penanaman
modal di daerah.

Berdasarkan atas cara pendekatan yang dijelaskan di
atas, maka penetapan prioritas penanaman modal manurut
sektor dan yang mempunyail kaitan dengan pengembangan pena—

.

naiman  modal selanjutnya perlu dikembangkan. Olehnya itu



daftar data prioritas penanaman modal dapat digunakan
sebagai alat untuk pengarahan penanaman modal yang perlu
diselenggarakan secara lebih terperinci.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perkembangan
penanaman modal yang dilakukan oleh PMDN pada daerah ting-
kat I BSulawssi Selatan untuk periode tahun 1995 sampai
tahun 1292, maka hal ini dapat kita lihat pada tabel di
pawah ini.

TABEL 3

FPERKEMEANGAN TINSKAT PMDN DI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN FPERIODE 19395 — 1999

Tahun (Jumlah PMDN| Kenaikan Nilai Investasi| Kenaikan
(unit) (%) (Rp) (%)
1935 13 = 42.804.388.042 —
193956 13 O 42.804.388.024 0
1997 . A7 30,77 546.783.233.450 32,66
1738 17 (o) 556.784.233.430 O
1G99 i35 -11.76 43.189.415.03%0 -23,94

Sumber Data @ — Kantor BKFM Daerah Tk I. Sulawesi Selatan

— Kantor Departemen Ferindustrian dan Perda-—
gangan Sulawesi Selata

Berdasarkan data dari tabel 3 di atas, maka dapat
cdikstahui tingkat perkembangan PMDN yang dilakukan oleh
investor nasicnal/pribumi pada daerah tingkat 1 Sulawesi
Selatan untuk periode tahun 1995 - 1999 vaitu pada tahun
1775 jumlah investasi yang dilakukan oleh PMDN di  Sulawesi
Selatan ssbanyak 13 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.

42.804.338.024,—- di tahun 1776 jumlah investasi yang dila-—



kukan FMDN tidak mengalami peningkatan di mana unit usaha
tetap bkerjumlah 13 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.
42.804.388.024,—-. Fada tahun 1997 jumlah investasi oleh
FMPN mengalami peningkatan sebesar 30,77 4 atau mencapai 17
unit wusaha dsengan jumlah investasi juga mengalami pe-
ningkatan sebesar 32,66 % atau mencapal nilal sebesar Rp.
56.784.233.450,-. Pada tahun 1998 baik jumlab wuwunit usaha
FMDN dan nilai investasinya tidak mengalami perubahan atau
peningkatan vyang besarnya sama dengan tabun seb2lumnya.
namun pada tahun 1999 jumlah investasi vang dilakukan oleh
investor FMDN mengalam:i penurunan, di mana jumlab unit
usaha yang ada sebanyak 13 unit usaha dengan nilai investa-
si sebssar Rp. 43.18%2.415.040,— atau menurun sebesar —-11,.76

% dan -23.74 %L.

4.4. Tingkat Produktivitas Usaha PMDN dan PMA

Unit wusaha vyang dilakukan baik oleh FMDN dan FMA
umumnya bergerak pada sektor—-sektor industri dan pabrikasi
yang cenderung menyediakan barang-barang kebutuhan masyara-

at. Olehnya itu pada sektor produktif unit wusaha industri

i

tersebut merupakan mskanisme perangsang pembangunan  yang
tercipta sebagai akibat dari terdapatnya hubungan diantara
berbagai industri dalam menyediakan barang—barang yang
digunakan sebagai bahan mentah dalam industri  lainnya,
dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu "pengaruh hubungan

ke belakang" dan pengaruh hubungan ke depan”. Yang dimaksud
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dengan pengaruh hubungan ke belakang adalah tingkat rang-
sangan yang diciptakan oleh pengembangan sesuatu industri
terhadap perkembangan industri-—-industri yang akan menyedia-—
ran bahan mentah (input) kepada industri tersebut, dan yang
dimaksud dengan pengaruh hubungan dengan ke depan adalah
tingkat rangsangan yang diciptakan cleh psngembangan sesua-—
tu industri terhadap perkembangan industri-industri vyang
menggunakan produksi industri yamg pertama sebagai  bahan
mentah mereka.

Jadi besarnya tingkat bhubungan di  antara sesuatu
industri dengan industri lainnya, sehingga industri  ini
gapat digolongkan dalam dua golongan, vyaitu : industri
karung semen dan industri batu bata yang juga bagian dari
industri satelit dan industri semen. S=dangkan industri
bukan satelit adalah industri kKarung goni dalam nubungannya
gengan industri  karung semen. Untiek @me2nentukan apakah
sesuatu  industri merupakan industri satelit atau bukan
terhadap sesuatu jenis industri utama, perlulah ditentukan
sampal dimana eratnya hubungan sesuatu  industri dengan
industri kainnya. Sesuatu industri dapat digolongkan seba—
gai industri-industri satelit apabila mempunyal ciri—-ciri
sebagai berikut :

1. Lorasi yang berdekatan dengan industri induk akan sangat
mempertinggl sfisiensi kegiatannya.

2. Industri—-industri tersebut menggunakan sebagai input
utamanya hasil industri induk atau industri tersebut

menghasilkan barang yang meruparan input dan industri
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induk tetapi buken merupakan inpu£ vang terutama.

3. Biasanya industri tersebut tidak melebihi besarnya
industri induk.

HAubungan berbagai industri dan pengaruhnya dari berba-
gai corak hubungan tersebut pada pembangunan, perlu diper-
hatikan potensi kKeuntungan dari hubungan yang erat dari
berbagai industri, terutama yang berkaitan dengan potensi
reuntungan di dalam ekoncmi ektern. Disamping itu diketahui
pada ekonomi skstern arkan tercipta berbagai industri vyang
mempunyal hubungan yang srat terutamz yang berraitan dengan
proses produksi.

Clehnya itu di negara yang s=dang berkembang sangat
penting untuk membangun sektor industri barang setengah
jadi yang mempunyail kemampuan paling besar untuk mendorong
peningkatan penanaman modal dan produksi pada sektor—-sektor
lainnya~ © Untuk itu industri-industri pada sektor barang
setengah jadi dapat dibsdakan dalam :

1. Industri yang memperoleh hasil-hasil industri primer di
dalam negeri, atau yang diimpor menjadi barang-barang
jadi

2. Industri vyang memproses barang-barang setengah Jjadi
m=njadi berang-barang jadi. Industri barang kKonsumsi
jenis kedua ini sangat penting peranannya dalam mengem-—
bangkan produksi industri-industri yang investasinya
berasal dari FMA. maka ini dapat kita lihat pada tabel

berikut ini :
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TABEL 4
FRODUKSI INDUSTRI-INDUSTRI PMA DI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN FPERIODE 1995 — 1999

Tahun |Total Pro- Kenaikan Nilai Produksi Kenaikan
duksi(unit) (74} {Rp) (72)
1995 £40.293 = 18.2921.350.290 =
1976 45.634 13,26 22.015.40%.200 20,3
1997 221 18,16 29.121.805.500 32.28
1798 31.214 —42,11 16.255.760.800 —-44,18
1979 35.299 13,09 17.165.025.700 b g L

Sumber Data : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdaga-
gangan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari tabel 4 di atas, maka dapat kita
ketahui perkembangan hasil produksi industri—-industri vyang
modalnya berasal dari investasi FMA di  Sulawesi Selatan
pada priocde tahun 19923 — 1999. Di mana pada tahun 1995
jumlah produksi industri yang diinvestasinya dilakukan ocleh
FMA  sebesar £0.293 unit dan nilai produksinya sebesar Rp.
18.271.3530.290. Di tahun 1926 jumlah produksi dari  indus—
tri-industri tersebut mengalami peningkatan ssbesar S,26%
atau mencapai jumlah 45.63F4 unit dengan nilai produksinva
mencapai Rp. 22.015.409.200 atau mengalami peningkatan
sebesar  20,36%. Kemudian pada tahun 1997 jumlah produksi
dan nilai produksidari industri yang dari investasinya
berasal dari FPMA masing—masing mengalami peningkatan sebe-—
sar Rp. 29.121_.805.500. Sedangkan pada tahun 1988, baik
dari jumlah vyang diproduksi oleh industri-industri FHMA

k]

mengalami penurunan, dimana Jjumiah produksi dan nilai
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produksinya hanya masing—-masing mencapai jumlah sebesar
21.241 unit dan sebesar Rp. 16.255.760.800 atau mengalami
penurunan —=42,11% dan-44,18%. Penurunan ini dikaitkan dari
dampak Krisis ekocnomi yang melanda Indonesia, kKhususnvya.
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan
industri-industri yang investasinya berasal dari PMA menga-—
lami penurunan dalam memproduksi barang. Namun pada tahun
19299, Jumlah produksi dan nilai produksi yang dihasilkan
industri-industri FMA mengalami peningkatan dari tahun
sebslumnya, dimana masing-masing mengalami peningkatan
sebesar 13,077 dam 5,594 atau mencapai jumlah sebesar
F5.2972 unit dan nilainya sebesar Rp. 17.1465.023.700.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat produksi dari
industri—-industri yang investasinya berasal dari PMDN dari
tahun 1995-1%999, maka hal ini dapat dilihat pada tabsl di
bawzh inli ssebagai berikut :

TABEL S

FRODUKSI INDUSTRI-INDUSTRI FPMDN DI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN PERIODE 1925 - 19979

Tahun (Total Pro- Kenaikan Nilai Froduksi Kenaikan
duksi(unit) (%) (Rp) (%)
1995 38.840 - 16.354.620.000 -
1796 39.254 1,07 16.915.750.300 F.43
1997 £2.128 A 18.218.344.450 7,70
1998 £3.248 2.66 18.918.3384.530 .84
1779 30.425 -6.33 17.121.415.200 -9,50

Sumber Dara : Kantor Departem Ferindustrian dan Ferda
gangan Sulawesi Selatan.
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Berdasrakan dari data tabel 5 di atas, maka kita dapat
mengetahui perkembangan proses produksi barang industri-
industri PMDN yang berada di Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan ditinjau dari segi total produksinya maupun nilai
prodursinya dari tahun 1995-199%2 sebagai berikut :

Fada tahun 19935 jumlah produksi industri-industri PMDN
di Sulawesi Selatan mencapai 38.840 unit sedangkan nilainya
mencapai Rp. 16.354.620.000, dan pada tahun 1996 baik dari
jumlalh produksi maupun nilai produksi industri —  industri
FMDN tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,074 dan 3,43%
atau mencapal jumlah sebesar 37.254 unit dan nilai produksi
sebesar Rp. 16.215.730.500. Sedangkan pada tahun 1997
masing—masing m2ngalami Kenairan sebesar 7,324 dan 7,70%
teu mencapai jumlah sebesar 42.128 unit can nilai sebesar
Rp: 18.218.35%4.450. Ditahun 1998 jumlab produksi industri-
industri FMDN juga mengalmi peningkatan sebesar 2,467 atau
mencapal jumlah sebesar 43.248 unit dan niali  produksinya
mencapal Rp. 18.9218.384.450 atau meningrat sebesar 3,84%.
Dan pada tahun 1999 jumlah produksi incustri-industri FMDN
sebssar —6,93% atau menurun menjadi 40.425 unit dari  tahun
sebelumnya. Sedangkan nilail produksinya juga menurun menja-—

di Rp. 17.121.315.200 atau -9,.50%.




4.5. Hubungan Antara Tingkat PMA dan PMDN Dengan PDRB

Sulawesi Selatan

Fengaranaan kegiatan perusahaan multinasional vyang
modalnya berasal dari PMA dan PMDN harus disesuaikan dengan
prioritas pembangunan nasional. Fertama—tama perlu disadari
aganya pertentangan kepesntingan antara negara atau daerah
penerima modal demgan perusahaan yang investasinya melalui
Hedua jenis penanaman modal tersebut, danm lanjutnya diha-
rapikan adanya satu kerja sama antara kedua pihak. OJOlehnya
itu primsip keseimbangan perlu diusahakan agar kedua kepen-—
tingan tersebut dapat dipenuhi secara seimbang pula.

Di dalam menciptaekan keseimbzangan seperti yang dimak-—
sugkan perliu pula disadari karsna adanya perkembangan  yang
saling memacu antara usaha kegiatan perusahaan multina-
sional di satu pihak dengan pengaturan dan kebijaksanaan
dari negara/dasrah penerima modal dilain pihsk. Usaha
mengejar kepentingan demikian diselenggarakan dengan upayah
dan rkekuatan masing—-masing, dimana dapat kita lihat terja-
dinya pergeseran—pergesan kekuatan antara negara/daerah
dengan perubahan.

Sehubungan dengan hal ini kita tidak dapat tinggal
diam, sebab dengan tinggal diam kita akan timggalkan dalam
berpacu dengan negara—negara lain dan dengan perusahaan
multinasional. Analisa sscara umum aenunjukkan bahwa proses
perrembangan secara global menggunturngkan pihak negara/

daerah penerima  mocdal ini  digambarkan dan meningkatkan
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kemampuan negara/daesrah penerima modal dalam mengelola

perjanjian—perjanjian dengan pihak investor atau dalam

memberikan perizinan pada perusahaan baik investasi dari

PMA dan FPMDN dengan persyaratan—persyaratan dan pelaksanaan

Kebijaksanaan yang semakin mantap. Feny=lenggaraan renegoi-

sasi dan nasionalisasi secara menyesluruh telah dapat me-—

ningratakan pembagian hasil yang diperoleh negara penerima
modal. Dalam rangka ini ada cdua faktor yang penting untuk
diperhatikan yaitu:

1. Adanya usaha perbaikan iklim penanaman modal dan parti-
sipasi dunia Kedua {(negara—-nesgara yang sedang berkem—
banq) dalam kegiatan—kegiatan ekonomi.

2. Adanya peningkatan kemampuan berunding dari negara
penerima modal.

3. Munculnya kekuatan —-kekuatan industri baru yang berdiri
sendiri yang dapat mengurangi supremasi dari perusahaan—
perusahaan yang menguasail homponen—komponen Komoditi.

Disamping itu juga perlu memperhatikan perkembangan
teknologi vyang telah dapat mempercepat hubungan antara
negara yang merupakan kesempatan untuk memperkuat posisi
bagi mereska yang dapat memanfaatkannya. Hal yang terakhir

i

o
b

biasanya lebih dapat dinikmati cleh perusanaan—-pesrusa-
haan multinasional.
Fokok pertimbangan pengaturan tersebut perlu memperha-—

tikan bahwa kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia

diharapkan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
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dan tentunya secara implisit berarti kepada perusahaan
tersebut diberi kesempatan untuk melakukan usaha dan mem—
peroleh keuntungan. Sedangkan bagi negara yang sedang
berkembang, penerimaan modal mengharapkan perusahaan dalam
melakukan kegiatan—kegiatan tersebut berpsran dalam pemban-—
gunan nasional, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Feranan berbagai ketentuan hukum sebagai mana termuat
dalam berbagai macam kebijaksanaan dapat merupakan kekuatan
bagi negara/daerah penerima modal terhadap perusahnaan
multinasional. Beberapa ketentuan yang dimaksudkan tersebut
adalah:

- Usaha untuk mengadakan peningkatan produksi

— Adanya peningkatan volume ekspor.

- Persyaratan penyebaran kegiatan usaha ke daerah.

- Penciptaan lapangan kerja

— Adanya perluasan pasar

— Peningkatan pendapatan negara dari pajak.

¥eseluruhan kebijaksanaan tersebut pada umumnya telah
dituangkan dalam GBHN dan kKeoijaksanaan pembangunan yang
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan
pengarahan kegiatan perusahaan multinasional sesuai dangan
prioritas pembangunan nasional. Ragi negara sedang berkem—
bang pada umumnya, termasuk Indonesia penerapan prioritas
pembangunan nasional telah merupakan pokok/pangkal dalam
menstapkan posisi dan prospek pembagian  penghasilan dari

kegiatan perusahaan FPMA dan PMDN  tersebut. 0Olebhnya itu
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pendekatan—pendekatan dengan serangkaian peraturan hukum
yang mengatur perihal ini perlu diselenggarakan secara
mantap dan efektif.

Untuk itu perlu kita ketahui perkembangan FDRB daerah
Sulawesi Selatan, terutama guna mengetahui hubungan antara
regiatan PMA dan FMDN yang berkaitan dengan proses produksi
dari industri-industri yang dimaksud dan peningkatan dengan
proses produksi dari industri-industri yang dimaksud dan
peningkatan FDRB vang dihasilkan di Dearabh Tingkat I Sula-
wesi Selatan.

Hxl mengenail perkembangan PDRB Sulawesi Selatan sesuai
dengan tahun penelitian, dapat kita kKetahui pada tabel
berirfut ini =

TABEL &

PERKEMBANGAN FPDRB SULAWESI SELATAN
PERIBDE 1935 — 1595

Tahun P DRB (Rp) Perkembangan (%)

1995 61.372.320.100 —

1596 71.833.180.850 17.04 |
1597 8%.538.850.150 16,30 i
1598 89.645.240.350 7,31

1599 94.122.310.400 4,59

Sumber Data : Kantor Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari tabel & di atas, maka dapat kita
ketahui perkembangan FDRB Sulawesi Selatan pada pericde

tabhun 1995-1999 sebzgai berikut : Fada tahun 1993 jumlah
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FDEB Sulawesi Selatan mencapai nilai sebesar Rp-
61.372.320.100 dan pada tahun 1996 mengalami peningkatan
sebesar Rp. 71.833.180.850 atau 17,04%. Kemudian pada tahun
1997 jumlah PDRB Sulawesi Selatan ini juga mengalami
peningkatan, apabila kita membandingkan dengan FPDREB vang
dihasilkan Sulawesi Selatan pada tahun sebelumnya. Di  mana
jumlah FDRB daerah ini mencapail sebesar Rp. 83.538.850.150
atau 16,30 L.

Demikian pula pada tahun 12798 jumlah FPDRE daerah
Sulawesi S=lztan  tstap m=ngalami peningkatan, di m@mana
jumlah FPDRER daerah Sulawesi selatan tetap mengalami pe-
ningkatan, di mana jumlah FDRB dasrah ini mencapai nilai
sebesar Rp. 89.645.240.350 atau 7.31 %. Sedangkan pads
tahun 1999 FDRB vang dihasilkan daerah Sulawesi Selatan
tetap mengalami peningkatan, hal ini dapat kita lihat bahwa
FDRE yang dihasilkan dasrah ini dapat mencapal nilai sebe-
sar Rp. F£.122.3190.300 atau 5,99 %.

Dengan adanya perkembangan tingkat investasi yang
dilakukan oleh pihak FMA maupun PMDN tersebut akan mempen—
garuhi perkembangan FDPRE vang dihasilkan di Sulawesi Sela-
tan. Terlebih lagi daerah Sulawesi Selatan telah menyiapkan
berbagai Tasilitas yang dapat digunakan para penanam modal
vang ingin melakukan investasi di dasrah itu.

Sebagaiman vang telah dijelaskan di atas, bahwa per-—
kembangan tingkat investasi yang dilakukan oleh pihak FMA

maupun FMDN di daesrah Sulawesi Selatan sebagai akiabat dari
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adanya dukungan faktor-—-faktor yang mempengaruhi seperti =
adanya kebijaksanaan/peraturan yang diterapkan oleh pemer-—
intah vyang dapat memberikan kelonggaran bagi penanaman
modal, serta tersedianya fTasilitas — fasilitas yang cukup

memadal guna mEnunjang rkegiatan investasi tersebut.

u

Dengan adanya peningkatan penanaman modal yang dilaku-
kan olsh pihak investor, baik yang berasal dari negara lain
maupun vang berasal dari dalam negeri, akan berdampak pada
perkembangan dan peningkatan FDRR  vang dihasilkan oleh
Daerah Sulawesi Selatan selama 5 tahun teraknir.

Setela mengetahui  perkembangan dari  pada tingkat
asi vyang dilzkukan baik cleh PMS maupun  FMDN di
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka berikut ini penulis
aran menjelaskan bagaimana hubungan dari  pada tingkat
inpvestasi PMA- dan PMDN terhadap paningkatan FBRB  Sulawesi
atan dengan melihat hasil produk yang ada. Adapun alat
analisis vang digunakan untur mengstabul pengaruh dari pada
investasi FMA dan PMDN tersebut yaitu dengan menggunarkan
alat analisis Regresi bLinier Berganda, di mana variabel Y
sebhagai variabesl dependen yaitu FDRB dan variabel Xy (FMDHN)
dan variabel X, (PMA) sebagai variabel incgependen.

Berdasarkan dari tabel 1 danm 6, dapat dianalisis
m=lalui komputer dimana hasil yvang diperoleh dari pengola-
han data dengan formulasi Regresi Linier berganda sebagai-

mana persamaan dasar yang dijelaskan pada Bab III yaitu :
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Y = a + byXy + boX5
¢ = RBB.GE4.2T1.727.6360 + 0,6974%, + 1,2072%4

Fersamaan FRegresi Linier Bercanda tsresebut men-
jelaszskan bahwa apabila teriadi  perubahan  pada  jumlah
investasi vang dilakuban olebk FMDR {x1) atau perubahannya
sebanyal catu (1) milvar saja, maka akan berdampak pada
adanya perubahan pada FDEE vang dihasilkan oleh daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyalk Rp &6.9274 milvar.
Fenyataan tersebut ditandai dengan besarnva koeficsien
perubahan jumlah 1nvestasi FHMDN sebagaimana ditunaiukbkan
dengan bilangan yang mewakilil by = 0.6974. Sedangkan
pengaruh  perubahan Jumlah investasi PMA  (Xp) terhadap
iumlah  FDRE Daerah Tinakat I Sulawesi Selatan dapat di-
ijelaskan dengan nilai koefisien regresi variabel jumlah
investasi FMA (X5). D1 mana dalam persamaan di atas,
koefisien regresi untuk pengaruh investasi FMA terhadap
perubahan  jumlah PFDRE Sulawesi Selatan adalah b; =
1,2072. Artinya bila terjadi perubahan pada Jumlah
investasi oleh FMA sebanvak (1) milyar =aja maka hal
tersebut akan berdampak pada adanya perubahan pada jumlah
FDRE vang dihasilkan oleh daerah Sulawesi Selatan
sebanyak Rp 12,072 milyar.

Diketahui juga bahwa nilai kecefisien wvarians dari
persamaan hubungan antara jumlah investasi FMDN (le dan
jumlah investasi PMA (X5) terhadap PDRE Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan adalah sebesar 1,53&. Jadi F  hitung =

1,536. Jika kita bandingkan dengan F Tabel pada tingkat
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keyakinan 5% (a = 005), vakni FO,OS = 1,09. Ini berarti
bathwa F hitung lebih besar dari pada F tabel. Karena F
hitung lebih besar dari pada F tabel berarti HO ditolsk dan
Ha diterima. Artinya wvariabel bebas yakni jumlah investasi
PMDN (Xi) dan jumlah investasi PMA (X2) faktor yang mendu-—
kung peningkatan FPDRB daerzsh Tingkat I Sulawesi Selatan
secara bersama—sama berpengaruh sscara signifikan atau
cerpengarun nyata terhadap perubahan jumlah FDRB daerah
Tk

S=dangkan nilai koefisien varians dari persamaan
korelasi antara jumlah investasi FPMDN (X4) dan Jjumlah
investasi PMA (¥,) terhadap FDRB Daerah Tingkat I Sulawesi
Sslatan adalah sebesar 0,885 dan 1,415. Jika kita banding-
kan dengan tab=l T pada tingkat keyakinan 5% (a = 0,03) =
4,303. Ini artinya T hitung lebih bssar daripada T tabel.
Denagn demikian, maka HO ditolak dan Ha diterima. Berarti
redua variabel bebas yakni PMDN (X4} dan FM& (Xz) secara
bersama—sama mempunyai pengaruh secara  signifikan atau
bergengaruh nyata terhadap perubahan jumlah PDPRB  yang
dihasilkan Dasrah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Kenyatzan besarnya pengaruh variabel bebas, (X;) dan
X~) terhadap variabel terikat (Y) nampak juga bardasarkan
pada nilai koefisien R, dari persamaan yang telah diketahui
babhwa nilai koefisien determinasi R = 0,6057. Artinya
sebesar 60,5774 perubahan jumlah FDRE Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh s2jumlah investasi FPMDN




(Xq)

yang

dan jumlah investasi PMA (X5). Fengaruh faktor

tidak diteliti sangat kecil,

yakni sebesar 39,43%.
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BEAaBE Vv

KESIMFRFUL AN DAaN SaRAand

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaiman yang telah dijelaskan
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. FPerkembangan usaha PMA dan PMDN di Sulawesi Selatan
sangatlah berperan dalam meningkatkan hasil produk
domestik regicnal bruto di daerah ini, di mana industri-
industri yanmg investasinya berasal dari 2 jenis penana-—
man modal ini mampu memanfaatkan suber daya alam yang
dipunyal daerah ini sebagai bahan baku. Hal 1ni dapat
dilihat dari perkembangan investasi FMA di Sulawesi
selatan yang mengalami peningkatan dari  tahun 1995
csampai tahun 1997, tetapi pada tahun 1998 mengalami
penurunan. Hal ini disebabkan cleh adanya gejolak krisis
eronomi yang dialami oleh Indonesia. Kemudian pada tahun
13399 PMA kembali meningkat dari tashun 1998. Sedangkan
untuk investasi FMDN, pada tahun 1975 dan 1996 terjadi
penanaman modal sebanyak 13 unit dan pada tahun 1998
terjadi psnanaman modal sebanyak 17 unit, tetapi pada
tabun 1799 menurun menjadi 1S unit dari tabun sebelum—
nya.

2. Perkembangan FDRB Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan

tidak terlepas dari pengarun perkembangan produksi



industri — industri baik yang investasinya berasal dari
FMA  maupun PMPN. Di mana selama 5 tabhun terakhir ini
perkembangan produksi dari kedua jenis investasi terse-—
but mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan.
Hal 1ini dapat diketahui dengan melihat tabel 4 dan 5,
yang menyeangkut perkembangan produksi dan nilainya dari
industri-industri yang investasinya besaral dari PMA dan
FMDN.

Sedangkan untuk melihat antara konkret mengenai pengaruh
FMA  dan PMDN  terhadap peningkatan FDRB di  Sulawssi
Szlatan, sesuai dengan hasil analisa Regresi Linier
Berganda dipercleh hasil yaitu :

Y= 88,5935

5

-231.729,6360 + 0,6974 Xy + 1,2072 Xo.

Pari persamaan tersebut nampak Dbahwa wvariabel bebas
yakni jumlah FMA dari jumlah FMDN sebagaimana faktor
pendurung meningkat PDRB secara bersama—sama berpengaruh
secara signifikan terhadap perubahan jumlah PDRR di
Sulawesi Selatan atau korelasi dari variabel bebas (X4
dan X») terhadap variabel Y diperoleh hasil nilai R =
2,6057. Ini berarti bahwa pengaruh dari tingkat FMA dan
PMDN  terhadap peningkatan FDRE Sulawesi Selatan  cukup
besar pengaruhnya, dengan tingkat keeratan mencapai

50,57%.



5.2. Saran —-Saran

Adapun mengenai saran yang dapat penulis berikan
antara lain :

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, disarankan kepada
pemerintabh daerah setempat basrsama BKPM Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan pada tahun tahun mendatang untuk menerap-
kan dan menetapkan kebijaksanaan—kebijaksanaan yang dapat
menarik nimat para investor untuk menanamkan modalnya di
daerah ini. Terutama dalam membebani prasarana dan sarana
pendukung yang dapat dimanfaatkan baik oleh investor  yang
sudah m=nanamkan modalnya di dasreh Sulawesi selatan.

Hendak pula didasari clebh semua pihak baik pemerintah,
BKFHM maupun masyarakat untuk dapat lebih menyiapkan, untuk
dapat 1lebih diri dari sizp menserima investor vyang akan
menanamran modalnya di daerabh ini. Sehingga mampu 1ebih

meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah ini.
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LAMPIRAN

1

DATA UNTUK DIREGRESI

Tahun

PDRB (Y)

FMDN (X1)

|

FMA (X2)

——

— —

1925

17396

1997

1973

1929

61.372.320.100

71.833.180.850

383.538.850.150

89.645.250.350

F4.122.310.500

42.804.3838.024

4£2.804.358.024

784 .233.450

a6.

S6.784.233.450

43.187.415.040

—tw

38.231.4536.980

39.950.801.823

41.850.021.5560

b

26.760.261.410

28.145.351.8%0




——————— e REGRESSSION ANALYSIS -

DATA FDR : B: DATA LABEL : ANAL ISIS REGRESI
OF CASES = O NUMBER OF VARIABLES: 3
NAME MEAN STD.DEV.

X1 4847327735%96.0000 7588455859.61567
X2 34987578734 .0000 7013456167 .4362
a3 Y 80102380370.0000 13403625972.565770

NT VARIABLE: Y

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 2) FROB. PARTIAL "2
6974 .7884 -.883 .46%59 -2812
1.2072 .8530 1.413 .29264 . 3004

T 88534231729.6360

ROR OF EST. 11902329%900.2240

D R SQUARED = .2115
] SGUARED = .6057
MULTIPLE R = .7783

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SUM OF SQUARES D.F. HMEAN SQUARE F RATIO FROB

I0N ' 4.35278E+20 2 2.17647E+20 1.336 -3743
L 2.833F1E+20 2 1.316465E+20
7.18629E+20 4

STANDARDIZED RESIDUALS

OBRSERVED CALCULATED RESIDUAL -2.0 o
5.1T72E+107 .22F3E+10 -1 I0B6LE+ T, | X :
7.1833E+107.0158E+10 1.67335E+09 | X
3.35339E+107.7614E+10 9.924742+09 | : X
3.7645E+109.58F0E+10 -56.18417E+09 | b3 ‘

7.4122E+108.3677+10 ?.44524+07




